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SAMBUTAN DEKAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menerbitkan Buku Pedoman Akademik Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Melalui kata pengantar ini, saya sebagai Dekan Fakultas Hukum, dengan penuh kehormatan dan tanggung jawab, ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berperan dalam penyusunan buku ini.

Pembangunan berhukum di Indonesia dewasa ini merupakan urgensitas yang mensyaratkan kerja kolektif dari semua lapisan masyarakat, dari birokrasi, penegak hukum, hingga kalangan profesional dan akademisi. Bangunan pilar-pilar pembaruan hukum guna memberikan paradigma, substansi, dan teknikalisasi berhukum yang substantif, telah dan terus dibangun dengan berbasiskan pada pemikiran-pemikiran brilian yang lahir dari kampus-kampus sebagai media dialektika ilmu. Dalam komitmenya untuk berkontribusi terhadap pembangunan yang demikian, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung memperjuangkan pendirian program studi Magister Hukum, sebagai wadah pembelajaran dan diseminasi guna menghadirkan kaum intelektual baru yang memiliki spirit progresivitas di bumi Bangka Belitung. Visi besar yang terbangun dan menjadi orientasi dari MH FH UBB adalah ketercapaian Gerbang Peradaban Keadilan, dengan tiga nilai utama yang diusung, yakni Mental, Moral, dan Intelektual. Langkah perjuangan masih demikian panjang, namun kontribusi setiap pihak yang terus dilakukan telah mendekatkan kita pada ketercapaian tujuan dan cita-cita tersebut.
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung berkomitmen untuk menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan terdepan dalam bidang hukum. Kami berusaha menjunjung tinggi kualitas pendidikan, integritas, dan etika dalam setiap aspek kegiatan akademik kami. Buku Pedoman Akademik Magister Hukum ini merupakan wujud nyata dari semangat kami untuk menyediakan panduan yang lengkap, terpercaya, dan mudah diakses bagi seluruh mahasiswa. Selamat belajar, selamat berkontribusi!








Bangka, 24 Juni 2022







Dekan Fakultas Hukum,
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Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H
KATA PENGANTAR

Dinamika kebutuhan dan transisi ilmu pengetahuan hukum menuju perkembangan kontemporer yang terus mengalami pembaruan adalah sebuah realitas yang tidak dapat dihindari dalam kontekstualisasi bekerjanya hukum di masyarakat. Hukum senantiasa berkembang, beradaptasi, merekayasa dan mereplikasi dirinya untuk mempertahankan relevansi dan kedayagunaanya terhadap masyarakat. Hukum, adalah instrumen yang diorientasikan guna memberi kemanfaatan bagi manusia.
Studi terhadap perkembangan hukum dan implementasinya dalam masyarakat adalah pekerjaan penting yang harus dijalankan dan dikendalikan oleh komunitas intelektual, kelompok tertentu dalam masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan, pengetahuan, integritas, dan dedikasi yang baik dalam mewujudkan tujuan hukum yang sebenar-benarnya. Dalam hal ini, kampus menjadi sarana yang mampu menghantarkan mahasiswa menjadi satu diantara komunitas intelektual, sebelum secara langsung berperan dalam pembangunan hukum di Indonesia.

MH FH UBB dengan ciri khas pada kompetensi keilmuan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menggarisbawahi sejumlah karakterisasi pengetahuan wajib yang perlu dikuasai oleh mahasiswa magister hukum. Pedoman Akademik ini disusun untuk memberikan pedoman bagi mahasiswa MH UBB dalam menjalankan aktivitas akademik menuju penyelesaian studi sebagai Magister Hukum yang berintegritas tinggi dengan karakter dedikasi, progresif, dan reformis. 
Keterbangunan hukum Indonesia di masa depan sangat bergantung dari kapasitas, kompetensi, dan integritas generasi mudanya. Sebagai pelopor dan bagian civitas akademika MH FH UBB, teguhlah dalam mempertahankan integritas dan kesalehan akademik. Selamat bekerja!








Ketua Tim Penyusun

Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H

PIMPINAN FAKULTAS HUKUM PERIODE 2022-2025
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	Logo Universitas Bangka Belitung

	
	Universitas Bangka Belitung berdiri pada 12 April 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 52/D/O/2006 dan menjadi perguruan tinggi negeri pertama di Bangka Belitung. Tiga batang pena dalam logo UBB melambang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan tiga nilai unggulan: moralitas, mentalitas, dan intelektualitas. Warna batang pena melambangkan warna timah. Warna biru melambangkan persepsi manusia yang luas dan kedalaman ilmu pengetahuan. Bulatan kubah pelindung mencerminkan kerendahan hati dan toga kebesaran akademik. UBB mengusung visi sebagai Universitas Riset yang diakui ditingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.

	
	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung pertama berdiri bersamaan dengan pendirian UBB pada 12 April 2006, dengan nama Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS). Pada 2009, secara resmi terpisah dan menjadi dua fakultas, yakni Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 


HYMNE DAN MARS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
	Dengan Nama Tuhan Pengasih Penyayang..

Terima kasih atas nikmatmu,, Berikan Cakrawala Baru..

Ilmu teknologi jadi adalanmu,, Tempaanmu yakinkan diri kan mampu hadapi waktu..

Universitas Bangka Belitung yang kami cintai..

Maju Terus.. Jaya Selalu, sampai akhir masa..

Slalu jadi kebanggan Putra Putri Nusantara..
	Hymne UBB

	Universitas Bangka Belitung tempat kita menuntut ilmu, Mental moral dan intelektual..
Menyatu padu dalam semangat pendidikan..

Universitas Bangka Belitung, tekat maju kembangkan diri,,

Berprestasi berwawasa lingkungan, Songsong masa depan,, Teknologi yang tepat guna tingkatkan kesejahteraan, Kelautan dan wirausaha,, Pertanian tekonologi utama,, Marilah bersama satukan tekad, menjadi yang ternama..
	Mars UBB


TIGA PILAR NILAI KEUNGGULAN
Perkembangan pemikiran hukum di Indonesia telah melalui berbagai momentum transisi yang secara signifikan telah membawa sejumlah perubahan mendasar dalam tatanan kehidupan berhukum di tanah air. Sejak awal masa kemerdekaan hingga reformasi saat ini, pembangunan hukum Indonesia dilakukan secara holistik untuk dapat menghadirkan paradigma, substansi, dan teknikalisasi hukum yang ideal sesuai dengan prinsip keseimbangan nilai Pancasila. Sebagai instrumen social engineering dan social control, hukum berdinamika seiring dengan perkembangan masyarakat untuk tetap dapat mempertahankan relevansi dan memberikan jaminan rasa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi manusia.

Untuk itu, kurikulum pendidikan hukum yang diorientasikan sebagai ruang akademik guna membentuk para penegak hukum juga harus turut berevolusi seiring dengan perkembangan dan tuntutan era yang semakin kompleks. Perubahan kurikulum diproyeksikan guna menjadi pedoman penyelenggaraan aktivitas belajar mengajar untuk membekali mahasiswa magister pengetahuan, keterampilan, dan cara pandang yang diperlukan guna menegakkan keadilan di tanah air dengan semangat dedikasi, progresif, dan reformis serta berkarakter moral, mental, dan intelektual.

Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung berkomitmen dalam menghasilkan sarjana hukum yang kompeten, dibekali dengan pengetahan, keterampilan, dan cara pandang yang komprehensif guna berkontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia. Selain itu, dimensi karakter juga menjadi fokus yang ditanamkan terhadap mahasiswa magister, dengan orientasi penanaman nilai moral, mental, dan intelektual. Pembentukan karakter yang baik ditujukan guna menumbuhkan kepekaan sosial mahasiswa terhadap rasa keadilan masyarakat, membangun jiwa integritas dan keberanian menegakan keadilan, serta cara pandang yang luas dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan. Pembangunan hukum adalah kerja kolektif, dan eksistensi agen-agen sarjana hukum dengan kapasitas, kapabilitas, dan karakter yang kuat akan menjadi modalitas penting guna mendorong tercapainya tujuan substantif dalam kehidupan berhukum di Indonesia.
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BAB I
SELAYANG PANDANG
A. Sejarah Program Studi
Cita-cita pendirian Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung sudah ada sejak Dekan Fakultas Hukum terdahulu Bapak Mirsidik, SH, Bapak Effendi Hasyim, SH. MH dan Ibu Yokotani, SH. MH. Aktualisasi pembentukan tim pendirian MH UBB diwujudkan di Era kepemimpinan Dekan Fakultas Hukum Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H dengan menunjuk Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H sebagai Ketua Tim pertama Pembentukan MH UBB. Selang beberapa waktu, Dr. Dwi Haryadi SH. MH menjadi Dekan Fakultas Hukum, kelanjutan perjuangan pendirian MH UBB diteruskan oleh Dr. Derita Prapti Rahayu. SH. MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum.
Dr. Derita Prapti Rahayu. SH. MH mewakili Fakultas Hukum UBB memaparkan dokumen pembukaan Prodi MH UBB kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL2DIKTI) Wilayah II di Palembang pada 05 November 2020. Selanjutnya, Kepala LL2DIKTI Wilayah II mengeluarkan Surat Nomor: 3395/LL2/KL/2020 tentang Rekomendasi Pembukaan Program Studi Baru Prodi MH UBB. Dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 149/E/O/2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi MH UBB, akhirnya tepat pada 11 Maret 2022 (bertepatan dengan hari supersemar) Magister Hukum UBB resmi menjadi salah satu program studi baru dibawah naungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang waktu itu sebagai Dekan Fakultas Hukum adalah Dr. Derita Prapti Rahayu. SH. MH.

Terhitung sejak izin pembukaan diterbitkan pada 11 Maret 2022, Tim Pembentukan Prodi MH UBB melaksanakan sosialisasi dan promosi ke instansi pemerintahan, swasta, dan masyarakat dengan mengenalkan Prodi MH UBB dengan empat konsentrasi keilmuan, yakni Hukum Pertambangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan (PERDAL), Sistem Peradilan Pidana (SPP), Hukum Ekonomi dan Bisnis (HEB), dan Hukum Kenegaraan (HTN/HAN). Secara resmi, kuliah perdana Prodi MH UBB dilaksanakan pada 20 Agustus 2022 kuliah yang diberikan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.H kepada 30 mahasiswa Angkatan Pertama MH UBB. Tepatnya 27 Juni 2023, melalui SK BAN PT Nomor: 2536/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VI/2023 Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung memenuhi syarat peringkat akreditasi BAIK. 
Desain kurikulum Prodi MH UBB diorientasikan pada pencapaian visi untuk mengembangkan kompetensi lulusan dan peradaban keilmuan dengan berbasis pada riset hukum pertambangan, sumber daya alam, dan lingkungan. PERDAL menjadi fokus utama proyeksi keunggulan dari pengembangan kurikum MH UBB, sebagai manifestasi cita pembangunan hukum yang dedikatif, progresif, dan reformis serta berkeadilan dengan berlandaskan pada spirit mental, moral, dan intelektual.

B. Profil Program Studi

Tantangan kebutuhan pembangunan hukum Indonesia mensyaratkan hadirnya insan-insan hukum yang berfikir progresif, berkomitmen dalam mewujudkan keadilan, serta mengampu karakter mental, moral, dan intelektual. Magister Hukum UBB merupakan institusi yang didesain untuk membangun kapasitas dan mengembangkan peradaban keilmuan yang berbasis riset ilmiah. Keterbangunan kapasitas sumber daya manusia Indonesia menjadi modalitas utama dalam menciptakan Gebang Peradaban Keadilan yang berkemanfaatan, berpandangan progresif, dan berkeadilan substantif.
Berdiri pada 2022, Magister Hukum UBB mentransformasikan ruang belajar menjadi laboratorium hukum yang inklusif. Pembelajaran bersifat purposif, mengabdi untuk kepentingan rakyat dan pembangunan hukum nasional. Magister Hukum UBB berkontribusi secara kolektif dalam memberikan daya dorong menuju perubahan agar tercipta cita hukum yang ideal dan berkemanfaatan. Perubahan yang diusung ini mempertahankan prinsip keberimbangan antara dimensi reformasi hukum dan dimensi kearifan lokal.
Bangka Belitung dan Indonesia pada umumnya, berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya alam, ekowisata, dan sumber-sumber kekayaan secara efisien untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui kurikulum yang diproyeksikan pada hukum pertambangan, sumberdaya alam, dan lingkungan (PERDAL) sebagai keunggulan utama, Magister Hukum UBB berkomitmen dalam menciptakan karakter keilmuan hukum yang solutif terhadap kebutuhan kebangsaan dan berkarakter dedikasi, progresif, dan reformis.

C. Dasar Hukum Program Studi
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 149/E/0/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Magister Hukum pada Universitas Bangka Belitung. Operasionalisasi Program Studi Magister Hukum UBB dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024, Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung 2-14-2034, dan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung.
D. Visi dan Misi Universitas, Fakultas, dan Program Studi
1. Visi UBB
Terwujudnya UBB sebagai Universitas Riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa pada tahun 2035.

2. Visi Fakultas Hukum
Menjadi Fakultas Berbasis Riset Berlandaskan Keunggulan Moral, Mental dan Intelektual Untuk Membangun Peradaban Hukum Berwawasan Lingkungan Tahun 2035.

3. Visi Program Studi Magister Hukum
Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan pada Tahun 2035.

4. Misi UBB

a. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia;

b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang;
c. Meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program, hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat; dan
d. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumber daya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.

5. Misi Fakultas Hukum

Misi Fakultas Hukum adalah sebagai berikut:

a. Mengembangkan pendidikan hukum yang unggul dan kompetitif; 
b. Meningkatkan riset, dan publikasi dalam pengembangan ilmu hukum;
c. Meningkatkan pengabdian dan kerjasama di bidang hukum.

6. Misi Program Studi Magister Hukum

a. Mengembangkan Pelaksanaan Pendidikan Hukum Berbasis Keunggulan Kompetensi Mental, Moral, dan Intelektual ;
b. Mengembangkan Penelitian Yang Berorientasi Pada Kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan;
c. Mengembangkan Pengabdian Yang Responsif dalam Menyelesaikan Masalah Hukum di Masyarakat

7. Keterkaitan Visi dan Misi UBB, Fakultas Hukum, dan Program Studi Magister Hukum

Dari penjabaran visi dan misi di atas dapat disimpulkan bahwa visi Program Studi Magister Hukum selaras dengan visi Universitas Bangka Belitung dan Fakultas Hukum dilihat dari pernyataan “Pengembangan Peradaban” pada visi Fakultas Hukum dan pada visi Program Studi Magister Hukum UBB “Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Tahun 2035”. Pernyataan ini menggambarkan bahwa upaya Program Studi Magister Hukum UBB telah sejalan dengan visi UBB yang telah menetapkan menjadi universitas riset. Fakultas Hukum dan Program Studi Magister Hukum UBB telah membuat target dan komitmen prestasi riset yakni dengan fokus  kekhasan “Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam, dan Lingkungan Hidup”. 

Selain itu terdapat sebuah pernyataan nilai fundamental yang menjadi ciri khas “keunggulan moral, mental dan intelektual” pada visi UBB, Fakultas Hukum dan Program Studi Magister Hukum memiliki makna yang diatur menurut Peraturan UBB No.1 Tahun 2015 tentang Kebijakan Mutu UBB, sebagai berikut:

a. Kemampuan Moral adalah suatu kemampuan untuk melakukan atau bertindak dengan benar dalam menghadapi penentangan masyarakat, perasaan malu, skandal, atau keputusasaan.
b. Kemampuan Mental adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif.
c. Kemampuan Intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah individu dalam sebagian besar masyarakat menempatkan kecerdasan, dan untuk alasan yang tepat. Tujuh dimensi yang paling sering disebutkan yang membentuk kemampuan intelektual adalah kecerdasan angka, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif, penalaran deduktif, dan visualisasi spasial.

E. Tujuan Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum dan Program Studi Magister Hukum
1. Tujuan UBB
a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional,berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional;
b. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan;
c. Dedikasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat; dan
d. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat,akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.
2. Tujuan Fakultas Hukum
a. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
b. Menghasilkan penelitian hukum yang bermanfaat dan berimplikasi pada peningkatan publikasi ilmiah nasional dan internasional;
c. Memproyeksikan keilmuan hukum dalam menyelesaikan masalah- masalah hukum di masyarakat
3. Tujuan Program Studi Magister Hukum
a. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
b. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
c. Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.
F. Sasaran dan Strategi Program Studi

Sasaran Program Studi Magister Hukum diantaranya sebagai berikut:
1. Lulusan Magister Hukum yang kompeten dalam pengembangan keilmuan hukum dengan berkarakter nilai mental, moral, dan intelektual.

2. Lulusan Magister Hukum yang berkontribusi aktif dalam memajukan pembangunan hukum dengan menghasilkan publikasi pada jurnal-jurnal terakreditasi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

3. Lulusan Magister Hukum memiliki kemampuan pemecahan masalah, analisis, sintesis, dan evaluasi dalam mendukung penciptaan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakat.

4. Lulusan Magister Hukum yang memiliki kapasitas advokasi publik dan kepekaan sosial yang tinggi berdasarkan nilai dedikasi, progresif, dan reformis untuk menyelesaikan masalah hukum dalam masyarakat.

Dalam rangka mencapai sasaran Program Studi diatas, strategi yang diterapkan oleh Program Studi Magister Hukum, diantaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dalam meningkatkan standar kualitas pendidikan Program Studi.
2. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan penulisan artikel ilmiah pada jurnal dan prosiding bereputasi nasional dan internasional bersama akademisi dan pakar dibidang publikasi ilmiah.

3. Mewajibkan publikasi jurnal atau prosiding bereputasi sebagai syarat kelulusan Program Studi Magister Hukum.

4. Mengaplikasikan model perkuliaahan yang sesuai dengan Silabus dan kompetensi yang ingin dicapai.
5. Mengembangkan kerjasama dengan instansi dan stakeholders terkait dalam pemanfaatan hasil dan pengembangan penelitian.

6. Melaksanakan program pengabdian dan advokasi terhadap masyarakat dengan melibatkan mahasiswa Program Studi Magister Hukum.

G. Keunggulan Program Studi
Program Studi Magister Hukum UBB berkomitmen dalam menghasilkan sarjana hukum yang kompeten, dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan cara pandang yang komprehensif guna berkontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia, terkhusus dalam bidang Pertambangan, Sumberdaya Alam, dan Lingkungan (PERDAL). Selain itu, dimensi karakter juga menjadi fokus yang ditanamkan terhadap mahasiswa magister, dengan orientasi penanaman nilai moral, mental, dan intelektual. Pembentukan karakter yang baik ditujukan guna menumbuhkan kepekaan sosial mahasiswa terhadap rasa keadilan masyarakat, membangun jiwa integritas dan keberanian menegakan keadilan, serta cara pandang yang luas dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan. Pembangunan hukum adalah kerja kolektif, dan eksistensi agen-agen sarjana hukum dengan kapasitas, kapabilitas, dan karakter yang kuat akan menjadi modalitas penting guna mendorong tercapainya tujuan substantif dalam kehidupan berhukum di Indonesia. 

H. Profil Dosen Program Studi
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	Nama
	Dr. Derita Prapti Rahayu. SH. MH

	
	Tempat, Tanggal Lahir
	Jember, 17 Desember 1980

	
	Jabatan Akademik
	Lektor Kepala

	
	Pengalaman Pengabdian Publik
	· Panelis Debat Pilbup
· Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

· Timsel KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung

	
	Bidang Keilmuan
	Hukum Perdata/Hukum Pertambangan

	
	Riwayat Pendidikan dan Riset Studi Akhir
	· S1 FH UNDAR JOMBANG

Skripsi: Akta Autentik Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan

· S2 MIH UNDIP 

Tesis: Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional Terhadap Mekanisme Perizinan dan Penegakan Hukum di Kabupaten Bangka

· S3 PDIH UNDIP

Disertasi: Rekonstruksi Kelembagaan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Berbasis Kearifan Lokal Untuk Membangun Ecoliteracy di Kabupaten Bangka

	
	Karya Ilmiah Buku
	1. Budaya Hukum Pancasila, 2015, Thafa Media.

2. Hukum Kepailitan, 2012, Thafa Media.

3. Metode Penelitian Hukum, 2018, Thafa Media.

4. Sosiologi Hukum, 2020, Litera. 

5. Dimensi Kearifan Lokal Terkait Pertambangan, 2021, Istana Agency.

6. Hukum Lingkungan, 2022, Istana Agency.

	
	Publikasi Jurnal

(SCOPUS & SINTA 2)
	1. Negara Antara Pengusaha Tambang dan Tambang Rakyat, Jurnal Yudisial, Vol 04, No 2, 2022, (Penulis Pertama, SINTA 2).
2. Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang Undang Minerba, Pandecta Jurnal, Vol 16, No 01, Juni 2021, (Penulis Pertama, SINTA 2).
3. Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Undang Undang Nomor. 3 Tahun 2020, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,Vol 03, No 03, April 2021, (Penulis Pertama, SINTA 2).
4. Transformasi Kearifan Lokal Terkait Kasus Pertambangan Rakyat Ke Dalam Kebijakan Daerah, Jurnal Kertha Patrika, Vol 42, No 3, Desember 2020, (Penulis Pertama, SINTA 2).
5. Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society, Jurnal Law Reform, Vol 16, No 2, 2020, (Penulis Pertama, SINTA 2).
6. Kearifan Lokal Tambang Rakyat Sebagai Wujud Ecoliteracy Di Kabupaten Bangka, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol 23, No 2, April 2016, (Penulis Pertama, SINTA 2).
7. Pengawasan Preventif Sebagai Kontrol Pusat Terhadap Daerah Di Era Reformasi, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No 3, 2015, (Penulis Pertama, SINTA 2).
8. Delik Izin Lingkungan Yang Terabaikan, Jurnal Yudisial, Vol 08, No. 2, Agustus 2015, (Penulis Pertama, SINTA 2).
9. Ilmu Hukum Nasional dalam Menunjang Perekonomian Indonesia Berasaskan Keadilan Sosial, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No. 1, Tahun 2015, (Penulis Pertama, SINTA 2).
10. Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia,Jurnal Yustisia, Vol 4, No 1, April 2015, (Penulis Pertama, SINTA 2).
11. Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (TI) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 41, No 4, Tahun 2012, (Penulis Pertama, SINTA 2).
12. Eksistensi Perusahaan dalam Pelaksanaan Fungsi dan Tujuannya di Masyarakat, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 39, No.1, 2010, (Penulis Pertama, SINTA 2).
13. Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Telematika, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol 28, No.1, 2010, (Penulis Pertama, SINTA 2).
14. Sustainable Fishery Campaign by Small Scall Fisher, Environmental Justice Journal, Vol 11, No. 3,  2018, (Penulis Ketiga, SCOPUS).
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	Nama
	Dr. Faisal. SH. MH

	
	Tempat, Tanggal Lahir
	Balikpapan, 24 November 1983

	
	Jabatan Akademik
	Lektor Kepala

	
	Pengalaman Pengabdian Publik
	Staf Khusus Komisi Yudisial RI

	
	Bidang Keilmuan
	Hukum Pidana

	
	Riwayat Pendidikan dan Riset Studi Akhir
	· S1 FH UMY

Skripsi: Pandangan Hukum Islam Mengenai Aborsi Bagi Korban Perkosaan

· S2 MIH UII 

Tesis: Perilaku Penegak Hukum Dalam Peradilan Asrori (Telaah Melalui Pendekatan Hukum Progresif)

· S3 PDIH UNDIP

Disertasi: Pemaknaan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Berbasis Pemikiran Hukum Nasional (Kajian Hermeneutik)

	
	Karya Ilmiah Buku
	1. Menerobos Positivisme Hukum, 2012, Gramata Publishing.
2. Entitas Hukum dan Siasat Sosial, 2011, Rangkang Publishing, 
3. Memahami Hukum Progresif, 2014, Thafa Media.
4. Ilmu Hukum Sebuah Kajian Tafsir, Filsafat dan Asas,2014, Thafa Media.

5. Pemaknaan Hukum Progresif, 2015.Thafa Media.

6. Politik Hukum Pidana, 2020, Rangkang Education.

7. Hukum Pidana Umum, 2020, Thafa Media.

8. Sosiologi Hukum, 2020, Litera.

9. Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana, 2020. Kencana.

10. Penegakan Hukum Pertambangan, 2020, Istana Agency.

11. Sistem Peradilan Pidana, 2021, Thafa Media.

12. Dimensi Kearifan Lokal Terkait Pertambangan, 2021, Istana Agency.

	
	Publikasi Jurnal

(SCOPUS & SINTA 2)
	1. Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 05, No 01, Juli 2023. (Penulis Pertama, Sinta 2).
2. Kebijakan Legislasi Pembaruan Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 11, No 04, Juli 2022.(Penulis Pertama, Sinta 2).
3. Criminal Sanctions’ Reformulation in the Reclamation of the Mining Community, Fiat Justisia Journal, Vol 16, No 01, Juli 2022. (Penulis Pertama, Sinta 2).
4. Reformulasi Syarat Diversi; Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Masalah Masalah Hukum, Vol 50, No 02, April 2021. (Penulis Pertama, Sinta 2).
5. Telaah Tujuan Pemidanaan Kebijakan Kriminalisasi Delik Pasal 162 Undang-Undang Minerba Tahun 2020, Jurnal Bina Hukum Lingkungan Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia, Vol 05, No 02, April 2021. (Penulis Pertama, Sinta 2).
6. Criminal Policy for Mining Crime Countermeasures in a Progressive Legal Dimension, Yustisia Journal, Vol 10, No 01, April 2021. (Penulis Pertama, Sinta 2).
7. Pembaruan Pilar Hukum Pidana dalam RUU KUHP, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 10, No 02, Juli 2021. (Penulis Pertama, Sinta 2).
8. Perspektif Hukum Pidana dalam Polemik Pengajuan Sumpah Advokat: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018 atas Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, Jurnal Hukum Ius Quia IustumVol. 27, No.3, September 2020. (Penulis Pertama, Sinta 2).
9. Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 27, No.3, September 2020. (Penulis Pertama, Sinta 2).
10. Membangun Politik Hukum Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 21, No.1, Januari 2014. (Penulis Pertama, Sinta 2).
11. Menelusuri Teori Chaos Dalam Hukum Melalui Paradigma Critical Theory, Jurnal Yustisia, Vol 3, No 2, Agustus 2014. (Penulis Pertama, Sinta 2).
12. The Principle Of Legality: An Orentation Of Autonomous Legal Typology, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol.35, Tahun 2015. (Penulis Pertama, Indeks Copernicus)
13. Criminological Outlook of Overcoming Disproportionate Punishment in Environmental Crimes, International Journal of Criminology and Sociology, Vol 10, Tahun 2021. (Penulis Ketiga, Indeks Scopus Q3 2019)
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	Nama
	Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, SH.M.Hum

	
	Tempat, Tanggal Lahir
	Palembang, 05 November 1973

	
	Jabatan Akademik
	Lektor 

	
	Pengalaman Pengabdian Publik
	Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

	
	Bidang Keilmuan
	Hukum Pidana/ Hukum Lingkungan

	
	Riwayat Pendidikan dan Riset Studi Akhir
	· S1 FH UNSRI

Skripsi: Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Yang Menyalahgunakan Obat Terlarang

· S2 MIH UNSRI

Tesis: Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyalahgunakan Narkotika di Kota Palembang

· S3 PDIH UNIBRAW

Disertasi: Kewenangan Penyidik PNS atas Tindak Pidana Di bidang Sumber Daya Alam dalam Sistem Peradilan Pidana

	
	Karya Ilmiah Buku
	1. Data dan Informasi Manfaat Dana Desa diprovinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018, Pusat Data dan Informasi BP4IKementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
2. Kewenangan Khusus Penyidik PNS dalam Sistem Peradilan Pidana: Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, 2023, UBB Press

	
	Publikasi Jurnal

(SCOPUS&SINTA 2)
	1. Pelaksanaan pemberian perlindungan bagi korban tindak pidana terorisme, progresif jurnal hukum, vol 16, no.2, 2022, (Penulis Pertama, Sinta 3).

2. Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Untuk Perlindungan Lingkungan Hidup, Jurnal Yustitia, Vol 23, No.2, 2022. (Penulis Pertama)
3. “Ocean Grabbing!”:Deprivation of Fishermen’s Rights or Management Rights ofCoastal and Marine Resources, Jurnal Society, Vol 9, No 1, 2021, (Penulis Pertama, Sinta 2).
4. Law enforcement on environmental protection and resource conservation, progresif jurnal hukum, vol 13, no.1, 2019, (Penulis Pertama, Sinta 3).

5. Pengaturan hukum perbatasan negara kesatuan republik indonesia berdasarkan undang-undang wilayah negara, progresif jurnal hukum, vol 12, no.1, 2018, (Penulis Pertama, Sinta 3).

6. Tindak Pidana Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Jurnal Prioris, Vol.6, No.3, 2018, (Penulis Pertama, Sinta 3)
7. Koordinasi Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di indonesia (suatu tinjauan normatif), Jurnal Legal Spirit, Vol. 1, No.1, 2017, (Penulis Pertama, Sinta 5).

8. Kebijakan Pertambangan Laut Timah Yang Berdampak Pada Lingkungan, Jurnal Promine, Vol.2, No.2, 2014, (Penulis Pertama, Sinta 4)
9. Kekuasaan dan Kepemimpinan Sebagai Proses Sosial dalam Masyarakat, Jurnal Society, Vol 1, No 1, 2013, (Penulis Pertama, Sinta 2).

10. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan), Jurnal Perspektif Hukum, Vol 18, No.1, 2018, (Penulis Pertama, Sinta 4).
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	Nama
	Dr. Dwi Haryadi. SH. MH

	
	Tempat, Tanggal Lahir
	Nyemoh, 17 Juli 1983

	
	Jabatan Akademik
	Lektor Kepala

	
	Pengalaman Pengabdian Publik
	· Pansel Bawaslu Kabupaten/Kota 

· Pansel JPT Provinsi/Kabupaten

· Tim Penyusun Naskah Akademik Raperda/Raperpub

· Panelis & Moderator Debat Publik Pilkada

	
	Bidang Keilmuan
	Hukum Pidana/Hukum Pertambangan

	
	Riwayat Pendidikan dan Riset Studi Akhir
	· S1 FH UNISSULA

Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semerang) 
· S2 MIH UNDIP

Tesis: Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penggulangan Cyberporn dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia  
· S3 PDIH UNDIP

Disertasi: Membangun Kebijakan Kriminal Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Timah yang Mensejahterakan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

	
	Karya Ilmiah Buku
	1. Pengantar Kriminologi, 2022, UBB Press.

2. Hukum (Tidak) Selalu Tegak, 2021, UBB Press.

3. Politik Ekologi dan Pelajaran dari Kasus Timah, 2019, Istana Media

4. Antara Ekspektasi dan Implementasi (Studi Problematika Reklamasi Pertambangan Timah di Pulau Belitung), 2018, Istana Media.

5. Ekonomi dan Politik Sumber Daya Timah, 2018, Istana Media.

6. Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara, 2017, UBB Press.

7. Pancasila (Konstitusi dan Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan), (Kontributor Tulisan), 2017, Thafa Media

8. Pemilihan Pimpinan Komisi Negara (Kontributor Tulisan), 2015, Pusako UNAND.

9. Pemilu Serentak, (Kontributor Tulisan), 2014, Pusako UNAND.

10. Setelah 14 Tahun “Catatan Perjalanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, (Kontributor Tulisan), 2014, Imperium.

11. Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia, 2012, UBB Press.

12. Menyoal Pertimahan Babel (Beberapa Cerita dan Gagasan), 2010, Khomsa.

13. Memahami Hukum Lebih Kritis, 2009, UBB Press.

	
	Publikasi Jurnal

(SCOPUS & SINTA 2)
	1. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosan di Transportasi Umum, Jurnal Kebijakan dan Adminitrasi Publik, Vol 16, No.1, 2012, (Penulis Pertama, SINTA 2).
2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberporn dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 4, 2008, (Penulis Pertama, SINTA 2).
3. Pemerantasan Terorisme Berorientasi HAM, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 43, No.2, 2014, (Penulis Pertama, SINTA 2).
4. Faktor Kriminogen Illegal Mining Timah Di Bangka Belitung, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 44, No.1, 2015, (Penulis Pertama, SINTA 2).
5. Kesadaran Hukum Lingkungan Pada Aktivitas Pertambangan Timah Rakyat di Kep. Bangka Belitung, Jurnal Society, (Penulis Pertama, SINTA 2).


I. Dasar Hukum

Dasar hukum pedoman akademik untuk Program Studi Magister Hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 149/E/0/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Magister Hukum pada Universitas Bangka Belitung;
6. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akdemik Universitas Bangka Belitung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung;
7. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;

8. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan program Magister Universitas Bangka Belitung.
9. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung 2-14-2034;

10. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung.

J. Himpunan Mahasiswa Magister Hukum Progresif (HIMMAPRO)
Himpunan Mahasiswa Hukum Progresif (HIMMAPRO) merupakan organisasi kemahasiswaan Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dengan anggota mahasiswa MH UBB yang bertujuan untuk mengoptomalisasikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menjadi wadah dialektika intelektual untuk meningkatan kapasitas dan kompetensi lulusan MH UBB sebagai agen hukum progresif yang berwawasan luas dan berkarakter dedikasi, progresif, dan reformis. HIMMAPRO secara resmi berdiri pada 28 Oktober 2022 dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:[image: image12.png]™ 2 ™
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BAB II

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN, STRUKTUR KURIKULUM, DAN SILABUS MATA KULIAH
A. Pelaksanaan Pembelajaran

1. Kegiatan Pembelajaran dilaksanakan dengan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontestual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

2. Proses pembelajaran wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan yang ditetapkan dalam mata kuliah dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3. Metode pembelajaran meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, review jurnal, atau metode pembelajaran lain yang secara efektif memfasilitasi pemenihan capaian pembelajaran lulusan.

4. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran.

5. Kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan secara offline, secara online, atau gabungan antara model offline dan online.

6. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sebanyak minimal 16 minggu pertemuan dalam satu semester, termasuk kegiatan penilaian pembelajaran.

7. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pengantar resmi bahasa Indonesia.

8. Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat dugunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan kekhasan program studi dan/atau sifat kelas.
B. Struktur Kurikulum
1. Klasifikasi Kurikulum



Program Studi Magister Hukum UBB menawarkan 46 SKS dengan rincian 28 SKS mata kuliah wajib, 10 SKS mata kuliah pilihan, dan 8 SKS Tugas Akhir. Pembagian SKS dapat dilihat sebagai berikut:

a. Jumlah SKS Semester I

: 18 SKS

b. Jumlah SKS Semester II

: 16 SKS

c. Jumlah SKS Semester III
: 4 SKS

d. Jumlah SKS Semester IV
: 8 SKS
Mahasiswa diwajibkan menempuh sebanyak 46 SKS, dengan rincian:

a. Mata Kuliah Wajib

: 28 SKS

b. Mata Kuliah Pilihan

: 10 SKS

c. Tugas Akhir



: 8 SKS
2. Struktur Kurikum
Semester I
Tabel 1. Mata Kuliah Wajib Program Studi

	No
	Kode Mata Kuliah
	Nama Mata Kuliah
	Semester
	SKS

	MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI

	1
	MH 101
	Sosiologi Hukum
	1
	2 SKS

	2
	MH 102
	Teori Hukum
	1
	2 SKS

	3
	MH 103
	Politik Hukum
	1
	3 SKS

	4
	MH 104
	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
	1
	3 SKS

	5
	MH 105
	Hukum Progresif
	1
	2 SKS

	6
	MH 106
	Hukum Pertambangan dan Kearifan Lokal
	1
	3 SKS

	7
	MH 107
	Hukum Lingkungan dan Sumberdaya Alam
	1
	3 SKS

	TOTAL JUMLAH  SKS
	18 KS


Semester II

Tabel 2. Mata Kuliah Wajib Program Studi Semua Bidang Peminatan

	No
	Kode Mata Kuliah
	Nama Mata Kuliah
	Semester
	SKS

	MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI 

	1
	MH 201
	Pembaharuan Hukum Pidana
	2
	3 SKS

	2
	MH 202
	Hukum Bisnis Digital 
	2
	2 SKS

	3
	MH 203
	Resolusi Konflik Sumberdaya Alam dan Kearifan Lokal
	2
	2 SKS

	4
	MH 204
	Hukum dan Kebijakan Publik 
	2
	3 SKS

	TOTAL  SKS
	10 SKS


Tabel 3. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan Perdal (Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam, Dan Lingkungan)

	No
	Kode Mata Kuliah
	Nama Mata Kuliah
	Semester
	SKS

	Mengambil 2 Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan

	1
	MKS 201
	Politik Hukum Pertambangan & Pengelolaan SDA
	2
	3 SKS

	2
	MKS 202
	Hukum Pertanggungjawaban Reklamasi Lingkungan
	2
	3 SKS

	3
	
	Hukum Tata Lingkungan
	2
	3 SKS

	4
	
	Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Agraria
	2
	3 SKS

	5
	
	Globalisasi dan Lingkungan Hidup
	2
	3 SKS

	TOTAL SKS
	6 SKS


Tabel 4Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan SPP (Sistem Peradilan Pidana)

	No
	Kode Mata Kuliah
	Nama Mata Kuliah
	Semester
	SKS

	Mengambil 2 Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan

	1
	MKP 202
	Tindak Pidana Siber
	2
	3 SKS

	2
	MKP 201
	Hukum Pidana Pertambangan
	2
	3 SKS

	3
	MKP 203
	Hukum Pidana dan HAM
	2
	3 SKS

	4
	MKP 204
	Tindak Pidana Pemilu
	2
	3 SKS

	5
	MKP 205
	Sistem Peradilan Pidana Anak
	2
	3 SKS

	TOTAL SKS
	6 SKS


Tabel 5. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan Heb (Hukum Ekonomi dan Bisnis)

	No
	Kode Mata Kuliah
	Nama Mata Kuliah
	Semester
	SKS

	Mengambil 2 Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan

	1
	MKE 202
	Hukum Ekonomi dan Kontrak Bisnis
	2
	3 SKS

	2
	MKE 201
	Hukum Perusahaan Pertambangan
	2
	3 SKS

	3
	MKE 203
	Perbandingan Hukum Perbankan
	2
	3 SKS

	4
	MKE 204
	Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah
	2
	3 SKS

	5
	MKE 205
	Hukum Kekayaan Intelektual
	2
	3 SKS

	TOTAL SKS
	6 SKS


Tabel 6. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan Kenegaraan (HTN dan HAN)

	No
	Kode Mata Kuliah
	Nama Mata Kuliah
	Semester
	SKS

	Mengambil 2 Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan

	1
	MKK 201
	Hukum Keuangan Negara dan Daerah
	2
	3 SKS

	2
	MKK 202
	Hukum Perizinan Pertambangan
	2
	3 SKS

	3
	MKK 203
	Reformasi Birokrasi dan Governance
	2
	3 SKS

	4
	MKK 204
	Partai Politik dan Pemilihan Umum
	2
	3 SKS

	5
	MKK 205
	Hukum Administrasi Kepegawaian
	2
	3 SKS

	TOTAL SKS
	6 SKS


Semester 3
Tabel 7. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam, dan Lingkungan (PERDAL)

	No
	Kode Mata Kuliah
	Nama Mata Kuliah
	Semester
	SKS

	Mengambil 2 Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan

	1
	MPS 301
	Hukum Acara Gugatan Pencemaran Lingkungan Hidup
	3
	2 SKS

	2
	MPS 302
	Hukum Pengelolaan Pertambangan
	3
	2 SKS

	3
	MPS 303
	Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Air
	3
	2 SKS

	4
	MPS 304
	Hukum Analisis Dampak Lingkungan Hidup
	3
	2 SKS

	5
	MPS 305
	Hukum Sumberdaya Alam dan Lingkungan
	3
	2 SKS

	TOTAL  SKS
	4 SKS


Tabel 8. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan Sistem Peradilan Pidana (SPP)

	No
	Kode Mata Kuliah
	Nama Mata Kuliah
	Semester
	SKS

	Mengambil 2 Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan

	1
	MPP 301
	Kriminologi Pertambangan
	3
	2 SKS

	2
	MPP 302
	Tindak Pidana Lingkungan
	3
	2 SKS

	3
	MPP 303
	Kejahatan Korporasi dan Tipikor
	3
	2 SKS

	4
	MPP 304
	Hukum Pidana Kesehatan
	3
	2 SKS

	5
	MPP 305
	Penologi Pemasyarakatan
	3
	2 SKS

	TOTAL SKS
	4 SKS


Tabel 9. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan Ekonomi dan Bisnis (HEB)

	No
	Kode Mata Kuliah
	Nama Mata Kuliah
	Semester
	SKS

	Mengambil 2 Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan

	1
	MPE 301
	Hukum Ekonomi Sumberdaya Alam
	3
	2 SKS

	2
	MPE 302
	Hukum Pajak Pertambangan
	3
	2 SKS

	3
	MPE 303
	Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis
	3
	2 SKS

	4
	MPE 304
	Hukum Bisnis Pariwisata
	3
	2 SKS

	5
	MPE 305
	Politik Hukum Agraria
	3
	2 SKS

	TOTAL SKS
	4 SKS


Tabel 10. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan Kenegaraan (HTN dan HAN)

	No
	Kode Mata Kuliah
	Nama Mata Kuliah
	Semester
	SKS

	Mengambil 2 Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan

	1
	MPK 301
	Hukum Administrasi Pertambangan
	3
	2 SKS

	2
	MPK 302
	Teori dan Hukum Konstitusi
	3
	2 SKS

	3
	MPK 303
	Hukum Peradilan Adminitrasi
	3
	2 SKS

	4
	MPK 304
	Politik Ketatanegaraan Indonesia
	3
	2 SKS

	5
	MPK 305
	Hukum Pengawasan Pusat dan Daerah
	3
	2 SKS

	TOTAL SKS
	4 SKS


Semester 4

Tabel 11. Mata Kuliah Penulisan Tugas Akhir

	No
	Kode Mata Kuah
	Nama Mata Kuliah
	Semester
	SKS

	PENULISAN TUGAS AKHIR

	1
	MH 301
	Seminar Usulan Penelitian 
	3
	1 SKS

	2
	MH 302
	Ujian Tesis
	3
	6 SKS 

	3
	MH 303
	Artikel Jurnal atau Prosiding
	3
	1 SKS

	TOTAL SKS
	8 SKS


C. Silabus Mata Kuliah
1. Silabus Mata Kuliah Wajib Program Studi Magister Hukum

a. Mata Kuliah Wajib Program Studi
Tabel 18. Silabus Mata Kuliah Wajib Program Studi 

	1) Sosiologi Hukum

	Judul Mata Kuliah
	:
	Sosiologi Hukum

	Kode Mata Kuliah
	:
	MH 101

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata Kuliah ini mengkaji dan menganalisis secara teoritik perkembangan Berbagai Pemikiran, Konsep, dan Teori Sosiologi Hukum untuk (1) mengkritisi teori-teori sosiologi hukum yang ada, (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori sosiologi hukum yang baru (3) mengkaji pemikiran-pemikiran Sosiologis yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penegakan hukum, (4) pengembangan metode kajian dan penelitian sosiologi hukum, dan (5) Kontribusi Kajian Sosiologi Hukum dalam Menjawab Permasalahan Hukum di masyarakat yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin komplek.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai Teori Sosiologi Hukum untuk (1) mengkritisi teori-teori sosiologi hukum yang ada, (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori sosiologi hukum yang baru (3) mengkaji pemikiran-pemikiran Sosiologis yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penegakan hukum, (4) pengembangan metode kajian dan penelitian sosiologi hukum, dan (5) Kontribusi Kajian Sosiologi Hukum dalam Menjawab Permasalahan Hukum di masyarakat yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin komplek.


	2) Teori Hukum

	Judul Mata Kuliah
	:
	Teori Hukum

	Kode Mata Kuliah
	:
	MH102

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah ini mengkaji tentang teori hukum (Meuwissen, Gijssels-van Hoecke, Bruggink dan penulis-penulis Anglo Saxis), teori ilmu hukum, berbagai disiplin hukum, tinjauan ilmu hukum dari sudut pandang positivistik dan normatif, konsep ilmu (Atomisme Logikal, positivisme Logis, Rasionalisme Kritis, Kuhn, Hermeneutik, Pragmatisme),pengembangan ilmu hukum dengan analisis kaidah, aturan, asas dan sistem hukum,hubungan hukum dan moral, ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar, hakikat keilmuan, ruang lingkup, dan perkembangan teori hukum yang bersifat fundamental dan universal secara komprehensif dari setiap fase modernisasi.


	3) Politik Hukum

	Judul Mata Kuliah
	:
	Politik Hukum

	Kode Mata Kuliah
	:
	MH 103

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah ini menjelaskan dinamika perkembangan hukum dari aspek sejarah hukum secara holistik dengan memahami hukum dalam konteks masa lalu hingga masa kini di Indonesia.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Mampu mengkonstruksikan sejarah hukum secara holistik dengan memahami hukum dalam konteks sejarah pada masa lalu hingga masa kini,melalui dinamika perkembangan hukum


	4) Metode Penelitian dan Penulisan Hukum

	Judul Mata Kuliah
	:
	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum

	Kode Mata Kuliah
	:
	MH104

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah ini akan membahas penelitian dan ilmu, rancangan terhadap hukum dan model penelitiannya, tipe-tipe penelitian (hukum) ; tahapan dan strategi penelitian (survey, studi, eksperimen) ; masalah dan hipotesis; konsep, konstruk, variabel, definisi, dan pengukuran; populasi dan sampel, pendataan, dan analisis data; penyusunan usul penelitian dan laporan hasil penelitian; dan penulisan hukum.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dan wawasan tentang penelitian, serta mampu melakukan penelitian sesuai dengan tahapan dan prinsip-prinsip penelitian ilmiah


	5) Hukum Progresif

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Progresif

	Kode Mata Kuliah
	:
	MH104

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah ini menjelaskan terkait pandangan hukum yang bercorak ilmu hukum dan hukum progresif, memahami hukum progresif dan menganalisis penegakan hukum di Indonesia berdasarkan hukum progresif

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Mampu mengkonstruksikan hasil pengamatan fenomena sosial/gejala hukum dalam masyarakat secara progresif hukum


	6) Hukum Pertambangan dan Kearifan Lokal

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Pertambangan dan Kearifan Lokal

	Kode Mata Kuliah
	:
	MH105

	Jumlah SKS
	:
	3

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah hukum pertambangan dan kearifan lokal membahas tentang hukum pertambangan secara teoritis serta mengetahui tentang praktik pertambangan Di Indonesia tentang kejahatan-kejahatan pertambangan, daya rusaknya terhadap ekologi, lingkungan masyarakat adat serta kearifan lokal

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Mahasiswa mempunyai kemampuan mengembangkan secara teoritis tentang Perkembangan Pertambangan di Indonesia, Perbandingan Hukum Sumberdaya Alam Indonesia dengan Negara lain, Pengaturan Hubungan Kontribusi pengelolaan dan pengusahaan SDA dengan masyarakat sekitar, Sistem Hukum Pertambangan, Kepastian Hukum dan Kemakmuran Rakyat, Penegakan Hukum Pertambangan, Konsep Pengelolaan Pertambangan, Aspek Lingkungan Hidup Di Bidang Pertambangan, Tindak Pidana Di Bidang Pertamabangan, serta Perencanaan penutupan Tambang.


	7) Hukum Lingkungan dan Sumberdaya Alam

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Lingkungan dan Sumberdaya Alam

	Kode Mata Kuliah
	:
	MH106

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata Kuliah ini membahas materi hukum lingkungan dan Sumberdaya Alam (konsep, pendekatan, prinsip-prinsip, substansi, dan penegakan) dari perspektif teoritis berdasarkan berbagai teori hukum yang bersifat general maupun teori-teori hukum yang relevan dengan hukum lingkungan dan Sumberdaya Alam, yang meliputi: (1) kajian berbagai pendekatan dalam pengelolaan lingkungan dan Sumberdaya Alam, (2) kajian terhadap perkembangan instrumen hukum dan nonhukum, (3) telaah hukum dalam pengelolaan SDA (Sumberdaya Alam), (4) kajian terhadap kearifan lokal, (5) kajian instrumen hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana, serta ADR (Alternative Dispute Resolution) terkait perkembangan penegakan hukum lingkungan, (6) kajian sosio yuridis tentang penaatan lingkungan dan Sumberdaya Alam (7) kajian penyelesaian sengketa lingkungan dan Sumberdaya Alam (8) kajian pelaksanaan gugatan lingkungan, (9) kajian konstitusionalitas hak atas lingkungan, dan (10) kajian instrumen ekonomi (seperti Corporate Social Responsibility).

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai teori-teori hukum yang relevan dengan hukum lingkungan dan Sumberdaya Alam demipengembangan hukum dibidang lingkungan dan Sumberdaya Alam


b. Mata Kuliah Wajib Program Studi Bidang Peminatan
Tabel 19. Mata Kuliah Wajib Program Studi Peminatan

	1) Pembaruan Hukum Pidana

	Judul Mata Kuliah
	:
	Pembaharuan Hukum Pidana

	Kode Mata Kuliah
	:
	MH 201

	Jumlah SKS
	:
	3

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah ini berisi Teori-teori dasar dalam Hukum Pidana dan pembaharuannya serta pembaharuan Hukum Pidana dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai teori dasar dalam Hukum Pidana serta mampu menelaah dan mengembangkan teori tersebut guna melakukan penyelesaian permasalahan dalam perancangan peraturan di bidang hukum pidana


	2) Hukum Bisnis Digital

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Bisnis Digital

	Kode Mata Kuliah
	:
	MH 202

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah hukum bisnis digital adalah mata kuliah yang membahas tentang peraturan dan hukum yang berlaku dalam dunia bisnis digital. Mahasiswa akan mempelajari tentang hak cipta, privasi, keamanan data, perlindungan konsumen, dan perjanjian bisnis dalam konteks digital. Mata kuliah ini juga akan membahas tentang isu-isu terkait peraturan dan hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Mahasiswa akan diajarkan untuk memahami dan menerapkan hukum dalam bisnis digital agar dapat menjalankan bisnis secara legal dan etis.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai materi terkait dengan hukum bisnis digital, cyber currency, dan berbagai realitas hukum dalam perekonomian modern di Indonesia dan dunia.


	3) Resolusi Konflik Sumberdaya Alam dan Kearifan Lokal

	Judul Mata Kuliah
	:
	Resolusi Konflik Sumberdaya Alam dan Kearifan Lokal

	Kode Mata Kuliah
	:
	MH 203

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Resolusi Konflik Sumberdaya Alam dan Kearifan Lokal adalah mata kuliah yang membahas tentang konflik yang terjadi dalam pengelolaan Sumberdaya Alam dan bagaimana mengatasi konflik tersebut dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Mahasiswa akan mempelajari tentang konflik yang terjadi dalam pengelolaan Sumberdaya Alam seperti hutan, tambang, perikanan, dan lain sebagainya. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari tentang kearifan lokal yang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik tersebut. Mata kuliah ini juga akan membahas tentang peraturan dan hukum yang berlaku dalam pengelolaan Sumberdaya Alam serta upaya-upaya untuk menjaga keberlanjutan Sumberdaya Alam. Mahasiswa akan diajarkan untuk memahami dan menerapkan teknik-teknik resolusi konflik yang efektif dan efisien dalam konteks pengelolaan Sumberdaya Alam dan kearifan lokal. Dengan mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi yang inovatif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Setelah mempelajari mata kuliah resolusi konflik Sumberdaya Alam dan kearifan lokal, mahasiswa diharapkan mampu menetapkan dan melaksanakan pendekatan yang tepat dalam melakukan penyelesaian konflik sumber daya dan lingkungan, memahami teori, dan dapat mengkonstruksikanya dalam profesi.


	4) Hukum dan Kebijakan Publik

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum dan Kebijakan Publik

	Kode Mata Kuliah
	:
	MH 204

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Kuliah hukum dan kebijakan publik adalah salah satu mata kuliah yang mempelajari tentang peran hukum dalam pembentukan kebijakan publik. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar hukum dan kebijakan publik, termasuk juga aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dalam kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai teori dan konsep mengenai hukum dan kebijakan publik, serta aplikasinya dalam konteks lingkungan hidup. Mahasiswa akan diajarkan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi lingkungan hidup, dan bagaimana kebijakan publik dapat membantu dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari tentang peran pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik dan implementasinya, serta bagaimana partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan tersebut. Mata kuliah ini sangat penting untuk dipelajari oleh mahasiswa jurusan hukum dan juga mahasiswa dari berbagai jurusan lainnya yang tertarik dengan isu-isu lingkungan hidup dan kebijakan publik.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Setelah mengikuti kuliah hukum dan kebijakan publik, mahasiswa diharapkan mampu memahami prosedur pembuatan kebijakan, implementasi teori, konsep, dan pendekatan yang baik untuk menghasilkan kebijakan publik yang bermanfaat, orientatif, dan substantif.


2. Silabus Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan (Semester Genap)

a. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan PERDAL
Tabel 20. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan PERDAL

	1) Politik Hukum Pertambangan & Pengelolaan SDA

	Judul Mata Kuliah
	:
	Politik Hukum Pertambangan & Pengelolaan SDA

	Kode Mata Kuliah
	:
	MKS 201

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	
Mata kuliah politik hukum pertambangan dan pengelolaan Sumberdaya Alam membahas tentang peran politik dan hukum dalam pengelolaan Sumberdaya Alam yang meliputi pertambangan, minyak, gas, dan energi lainnya. Mahasiswa akan mempelajari tentang kebijakan dan regulasi yang berlaku dalam industri pertambangan dan pengelolaan Sumberdaya Alam serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Mata kuliah ini juga akan membahas tentang isu-isu penting dalam pengelolaan Sumberdaya Alam seperti hak masyarakat adat, hak-hak lingkungan, serta konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan pengelolaan Sumberdaya Alam seperti regulasi pertambangan, perizinan, dan kontrak kerja sama. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan pengetahuan tentang praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan Sumberdaya Alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Mahasiswa juga akan diajak untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dalam pengelolaan Sumberdaya Alam seperti perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan mengambil mata kuliah politik hukum pertambangan dan pengelolaan Sumberdaya Alam, mahasiswa diharapkan dapat memahami kompleksitas pengelolaan Sumberdaya Alam dan mampu mengembangkan solusi-solusi yang berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan masyarakat serta lingkungan.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Setelah mempelajari mata kuliah in, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan mengidentifikasi politik hukum Indonesia dalam pemanfaatan sumber daya pertambangan dan pertambangan untuk dapat diaplikasikan dalam bidang profesi masing-masing.


	2) Hukum Pertanggungjawaban Reklamasi Lingkungan

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Pertanggungjawaban Reklamasi Lingkungan

	Kode Mata Kuliah
	:
	MKS 202

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Pertanggungjawaban Reklamasi Lingkungan membahas tentang tanggung jawab hukum dalam reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan atau industri lainnya. Mahasiswa akan mempelajari tentang regulasi dan kebijakan yang berlaku dalam reklamasi lingkungan serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Mata kuliah ini juga akan membahas tentang isu-isu penting dalam reklamasi lingkungan seperti pemulihan lahan yang rusak, pengelolaan limbah, dan pemulihan ekosistem yang terganggu. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan reklamasi lingkungan seperti perizinan, kontrak kerja sama, dan tanggung jawab perusahaan atas dampak lingkungan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan pengetahuan tentang praktik-praktik terbaik dalam reklamasi lingkungan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Mahasiswa juga akan diajak untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dalam reklamasi lingkungan seperti perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan mengambil mata kuliah Hukum Pertanggungjawaban Reklamasi Lingkungan, mahasiswa diharapkan dapat memahami kompleksitas reklamasi lingkungan dan mampu mengembangkan solusi-solusi yang berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan masyarakat serta lingkungan. Mahasiswa juga diharapkan dapat memahami tanggung jawab hukum perusahaan dalam reklamasi lingkungan dan mampu mengevaluasi kebijakan dan regulasi yang berlaku dalam reklamasi lingkungan.


	3) Hukum Tata Lingkungan

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Tata Lingkungan

	Kode Mata Kuliah
	:
	MKS 203

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Hukum Tata Lingkungan mata kuliah yang mempelajari tentang regulasi dan hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti perlindungan lingkungan, pengelolaan Sumberdaya Alam, reklamasi lahan tercemar, pengelolaan limbah, dan dampak lingkungan dari kegiatan manusia. Mata kuliah ini juga membahas tentang peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan organisasi internasional untuk mengatasi masalah lingkungan global. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari tentang prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan, termasuk proses pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa. Dengan mempelajari Hukum Tata Lingkungan, mahasiswa diharapkan dapat memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lestari bagi generasi masa depan.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Setelah mempelajari hukum tata lingkungan, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep, politik hukum, dan pengaturan tata lingkungan di Indonesia.


	4) Hukum Penguasaan Atas Sumber Daya Agraria

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Penguasaan Atas Sumber Daya Agraria

	Kode Mata Kuliah
	:
	MKS 204

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Penguasaan Atas Sumber Daya Agraria membahas tentang peraturan hukum yang mengatur tentang kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Sumberdaya Alam yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Mata kuliah ini akan membahas tentang hak-hak atas tanah, pengelolaan lahan, perlindungan lingkungan hidup, serta peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan pertanian dan perkebunan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari tentang konflik agraria dan upaya penyelesaiannya melalui jalur hukum.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampou memahami tentang konsep dan regulasi terkait dengan penguasaan atas sumber daya agraria dan mengimplementasikanya dalam profesi hukum sesuai dengan bidang masing-masing.


	5) Globalisasi dan Lingkungan Hidup

	Judul Mata Kuliah
	:
	Globalisasi dan Lingkungan Hidup

	Kode Mata Kuliah
	:
	MKS 205

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah globalisasi dan lingkungan hidup membahas tentang dampak globalisasi terhadap lingkungan hidup. Globalisasi yang semakin pesat dan kompleks membawa dampak positif dan negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai teori dan konsep terkait dengan globalisasi dan lingkungan hidup, seperti konsep pembangunan berkelanjutan, konflik lingkungan, dan kebijakan lingkungan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari studi kasus tentang dampak globalisasi terhadap lingkungan hidup di berbagai negara, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks dan memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.


b. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan SPP
Tabel 21. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan SPP

	1) Tindak Pidana Siber

	Judul Mata Kuliah
	:
	Tindak Pidana Siber

	Kode Mata Kuliah
	:
	MKP 202

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Tindak Pidana Siber adalah sebuah program studi yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis tindakan kejahatan yang terjadi dalam dunia maya. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek yang terkait dengan pelanggaran keamanan siber, serangan siber, serta upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap kejahatan di ranah digital. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar kejahatan siber, termasuk metode serangan yang umum digunakan oleh pelaku kejahatan dalam mencuri data, merusak sistem, dan merugikan orang lain secara elektronik. Mahasiswa juga akan memahami berbagai teknik keamanan siber yang digunakan untuk melindungi sistem dan jaringan, serta melacak dan menganalisis jejak digital yang ditinggalkan oleh pelaku kejahatan. Mata kuliah ini juga akan membahas mengenai kerangka hukum yang berlaku dalam tindak pidana siber, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mahasiswa akan mempelajari peraturan-peraturan yang mengatur kejahatan siber, termasuk Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan peraturan internasional seperti Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber. Selain itu, mata kuliah Tindak Pidana Siber akan mengajarkan mahasiswa tentang proses penyelidikan dan penanganan kasus kejahatan siber. Mahasiswa akan mempelajari teknik investigasi digital, pengumpulan bukti elektronik, serta metode analisis forensik yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dan mengumpulkan bukti yang sah di pengadilan.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani tindak pidana siber. Mereka akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ancaman kejahatan siber serta keterampilan yang diperlukan dalam melindungi informasi dan sistem elektronik dari serangan serta menghadapi tantangan hukum yang terkait dengan ranah kejahatan digital.




	2) Hukum Pidana Pertambangan

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Pidana Pertambangan

	Kode Mata Kuliah
	:
	MKP 201

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Pidana Pertambangan adalah sebuah program studi yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis aspek hukum yang terkait dengan sektor pertambangan. Mata kuliah ini membahas berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur kegiatan pertambangan serta tindak pidana yang terkait dengan sektor ini. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar hukum pidana pertambangan, termasuk pengaturan perizinan, tanggung jawab hukum bagi perusahaan pertambangan, serta perlindungan lingkungan dan keselamatan dalam konteks industri pertambangan. Mahasiswa juga akan memahami peraturan dan regulasi yang mengatur eksploitasi Sumberdaya Alam, pemanfaatan wilayah pertambangan, dan pengelolaan limbah pertambangan. Mata kuliah ini juga akan membahas mengenai tindak pidana yang terkait dengan pertambangan, seperti penambangan ilegal, pencemaran lingkungan, pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat, penyuapan, serta korupsi dalam sektor pertambangan. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks pertambangan dan bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap pelaku tindak pidana di sektor ini. Selain itu, mata kuliah Hukum Pidana Pertambangan juga akan membahas aspek hukum internasional yang terkait dengan pertambangan, seperti perlindungan hak asasi manusia dalam konteks industri pertambangan yang berdampak pada masyarakat lokal. Mahasiswa akan mempelajari peraturan internasional yang mengatur pertambangan, tanggung jawab korporasi, dan sanksi terhadap pelanggaran hukum dalam sektor ini.



	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur pertambangan serta kompleksitas tindak pidana yang terkait dengan sektor ini. Mereka akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab hukum, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum dalam konteks industri pertambangan, serta keterampilan yang diperlukan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum yang muncul dalam sektor ini.


	3) Hukum Pidana dan HAM

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Pidana dan HAM

	Kode Mata Kuliah
	:
	MKP 203

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Pidana dan HAM adalah program studi yang bertujuan untuk mempelajari keterkaitan antara hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM). Mata kuliah ini membahas bagaimana hukum pidana dan HAM saling berhubungan, terutama dalam konteks perlindungan dan penegakan hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar hukum pidana dan prinsip-prinsip HAM. Mereka akan memahami konsep dasar tentang tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, serta tujuan dan fungsi hukum pidana dalam melindungi masyarakat. Di sisi lain, mahasiswa juga akan mempelajari prinsip-prinsip HAM, seperti kesetaraan, kebebasan, dan keadilan, serta pentingnya menjaga dan melindungi hak asasi setiap individu. Mata kuliah ini juga akan membahas bagaimana hukum pidana dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi HAM. Mahasiswa akan mempelajari berbagai instrumen hukum internasional, regional, dan nasional yang berhubungan dengan perlindungan HAM dalam konteks hukum pidana, seperti Deklarasi Universal HAM, Konvensi Hak Sipil dan Politik, serta undang-undang nasional yang melindungi hak-hak individu. Selain itu, mata kuliah Hukum Pidana dan HAM juga akan membahas isu-isu kontemporer dalam perlindungan HAM dalam konteks hukum pidana. Mahasiswa akan mempelajari studi kasus terkait kejahatan internasional yang melanggar HAM, seperti kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka juga akan mempelajari bagaimana sistem peradilan pidana internasional menangani kasus-kasus ini dan berkontribusi pada penegakan keadilan bagi korban.



	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami pentingnya harmonisasi antara hukum pidana dan HAM dalam rangka melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Mereka akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep, prinsip, dan isu-isu penting dalam bidang ini. Selain itu, mahasiswa juga akan mampu menganalisis dan mengkaji kebijakan hukum serta memberikan kontribusi dalam upaya penegakan HAM melalui sistem peradilan pidana.


	4) Tindak Pidana Pemilu

	Judul Mata Kuliah
	:
	Tindak Pidana Pemilu

	Kode Mata Kuliah
	:
	MKP 204

	Jumlah SKS
	:
	

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Tindak Pidana Pemilu adalah program studi yang bertujuan untuk mempelajari aspek hukum yang terkait dengan pemilihan umum dan pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilu. Mata kuliah ini membahas peraturan hukum yang mengatur pemilihan umum, meliputi aturan mengenai pemilih, partai politik, kampanye, pembiayaan, serta tata cara pelaksanaan pemilu. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis tindak pidana yang terkait dengan pemilu, seperti manipulasi suara, penyuapan pemilih, politik uang, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran lainnya yang dapat merusak integritas dan transparansi pemilu. Mahasiswa juga akan mempelajari konsekuensi hukum dari tindak pidana pemilu serta proses penegakan hukum terkait. Mata kuliah ini juga akan membahas peran lembaga-lembaga terkait dalam menangani tindak pidana pemilu, termasuk penegak hukum, lembaga pengawas pemilu, dan lembaga peradilan. Mahasiswa akan memahami mekanisme penanganan kasus tindak pidana pemilu, termasuk proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Selain itu, mata kuliah Tindak Pidana Pemilu juga akan membahas aspek hukum internasional yang terkait dengan pemilihan umum dan pelanggaran pemilu. Mahasiswa akan mempelajari kerangka kerja internasional yang mengatur pemilu yang bebas dan adil, serta peran organisasi internasional dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan pemilu.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami peraturan hukum yang mengatur pemilihan umum dan kompleksitas tindak pidana yang terkait dengan proses pemilu. Mereka akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya integritas pemilu dan perlindungan terhadap demokrasi. Selain itu, mahasiswa juga akan mampu menganalisis kasus-kasus tindak pidana pemilu, mengidentifikasi potensi pelanggaran, dan memahami upaya penegakan hukum yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan sistem demokrasi yang sehat.


	5) Sistem Peradilan Pidana Anak

	Judul Mata Kuliah
	:
	Sistem Peradilan Pidana Anak

	Kode Mata Kuliah
	:
	MKP 3 SKS

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Sistem Peradilan Pidana Anak adalah program studi yang bertujuan untuk mempelajari sistem hukum yang khusus diterapkan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek hukum yang terkait dengan perlindungan dan penanganan pidana terhadap anak, serta prinsip-prinsip khusus yang diterapkan dalam proses peradilan pidana anak. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak. Mereka akan memahami konsep hak-hak anak, kebutuhan khusus anak dalam proses peradilan pidana, serta prinsip-prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang menjadi landasan sistem peradilan pidana anak. Mata kuliah ini juga akan membahas peran lembaga-lembaga terkait dalam sistem peradilan pidana anak, seperti lembaga perlindungan anak, lembaga rehabilitasi, dan lembaga peradilan khusus untuk anak. Mahasiswa akan mempelajari proses penanganan kasus pidana anak, termasuk tahap pemeriksaan, penyelidikan, penuntutan, persidangan, serta alternatif penyelesaian seperti mediasi dan diversi. Selain itu, mata kuliah Sistem Peradilan Pidana Anak juga akan membahas isu-isu kontemporer yang terkait dengan penegakan hukum terhadap anak, seperti kejahatan anak, perlindungan anak dalam kasus kekerasan seksual, peran teknologi dalam tindak pidana anak, serta tantangan dan peluang dalam implementasi sistem peradilan pidana anak.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami kompleksitas sistem peradilan pidana anak dan pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan dan hak-hak anak. Mereka akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, serta kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi praktik-praktik yang ada dengan mempertimbangkan perspektif anak sebagai pihak yang rentan.


c. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan HEB
Tabel 22. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan HEB

	1) Hukum Ekonomi dan Kontrak Bisnis

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Ekonomi dan Bisnis

	Kode Mata Kuliah
	:
	MKE 202

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Ekonomi dan Kontrak Bisnis adalah program studi yang bertujuan untuk mempelajari hubungan antara hukum dan kegiatan ekonomi dalam konteks bisnis. Mata kuliah ini membahas peraturan hukum yang mengatur transaksi ekonomi dan kontrak bisnis, serta implikasi hukum yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum yang mengatur kegiatan ekonomi, seperti hukum perdata, hukum dagang, dan hukum persaingan usaha. Mereka akan memahami konsep-konsep hukum yang relevan, termasuk hak dan kewajiban pihak-pihak dalam kontrak bisnis, tanggung jawab hukum, penyelesaian sengketa, dan perlindungan konsumen. Mata kuliah ini juga akan membahas jenis-jenis kontrak bisnis yang umum, seperti kontrak jual beli, kontrak sewa-menyewa, kontrak kerja, kontrak distribusi, dan kontrak lisensi. Mahasiswa akan mempelajari persyaratan sahnya kontrak, isi kontrak, pelaksanaan, modifikasi, serta pelanggaran kontrak dan penyelesaiannya. Selain itu, mata kuliah Hukum Ekonomi dan Kontrak Bisnis juga akan membahas isu-isu kontemporer yang terkait dengan kegiatan ekonomi, seperti perlindungan hak kekayaan intelektual, perdagangan internasional, hukum persaingan usaha, serta peraturan dan etika bisnis. Mahasiswa akan diajak untuk memahami implikasi hukum dalam pengambilan keputusan bisnis, serta pentingnya mematuhi aturan hukum dan etika dalam lingkungan bisnis.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mengikuti mata kuliah Hukum Ekonomi dan Kontrak Bisnis, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang interaksi antara hukum dan kegiatan ekonomi dalam konteks bisnis. Mereka akan memiliki kemampuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang terkait dengan transaksi ekonomi dan kontrak bisnis, serta memahami cara-cara untuk meminimalkan risiko hukum dan memastikan kepatuhan hukum dalam kegiatan bisnis yang berkelanjutan.


	2) Hukum Perusahaan Pertambangan

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Perusahaan Pertambangan

	Kode Mata Kuliah
	:
	MKE 201

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Perusahaan Pertambangan adalah program studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur kegiatan perusahaan pertambangan. Mata kuliah ini akan membahas berbagai aspek hukum yang terkait dengan industri pertambangan, termasuk hukum lingkungan, hukum kontrak, hukum tenaga kerja, dan hukum investasi. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari peraturan dan regulasi yang mengatur izin, pengelolaan, dan operasional perusahaan pertambangan. Mereka akan memahami landasan hukum yang mengatur penambangan, eksplorasi, pengolahan, dan penjualan hasil tambang. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari kewajiban perusahaan pertambangan dalam hal perlindungan lingkungan, pemenuhan tanggung jawab sosial, dan pengelolaan limbah. Mata kuliah ini juga akan membahas aspek hukum terkait dengan kontrak dan perjanjian dalam industri pertambangan, termasuk perjanjian konsesi, perjanjian kerjasama, dan perjanjian jual beli. Mahasiswa akan mempelajari persyaratan sahnya kontrak, penyelesaian sengketa, dan implikasi hukum dalam pelaksanaan kontrak di sektor pertambangan. Selain itu, mata kuliah Hukum Perusahaan Pertambangan juga akan mengulas hukum ketenagakerjaan yang berlaku dalam industri pertambangan, termasuk hak dan perlindungan tenaga kerja, perundingan kolektif, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa juga akan mempelajari hukum investasi yang berlaku dalam sektor pertambangan, termasuk peraturan mengenai investasi dalam negeri dan investasi asing.



	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum yang mengatur perusahaan pertambangan. Mereka akan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peraturan dan praktik terkini dalam industri pertambangan, serta kemampuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan kegiatan perusahaan pertambangan dan menghadapi tantangan hukum yang mungkin timbul dalam konteks ini.


	3) Perbandingan Hukum Perbankan

	Judul Mata Kuliah
	:
	Perbandingan Hukum Perbankan

	Kode Mata Kuliah
	:
	MKE 203

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Perbandingan Hukum Perbankan adalah program studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang sistem hukum yang mengatur lembaga perbankan di berbagai negara. Mata kuliah ini membahas perbedaan dan persamaan dalam regulasi perbankan, prinsip-prinsip hukum, dan praktik perbankan di berbagai sistem hukum di dunia. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari kerangka hukum yang mengatur lembaga perbankan, termasuk peraturan perbankan, perjanjian perbankan, perlindungan nasabah, tanggung jawab perbankan, serta pengawasan dan pengaturan perbankan. Mereka akan memahami perbedaan dalam pendekatan hukum perbankan antara negara-negara, seperti sistem common law dan civil law, serta perbedaan dalam struktur dan fungsi lembaga perbankan. Mata kuliah ini juga akan membahas isu-isu yang terkait dengan transaksi perbankan lintas negara, termasuk pembiayaan internasional, penyelesaian sengketa perbankan internasional, dan kerjasama antarlembaga keuangan di tingkat internasional. Mahasiswa akan mempelajari perbedaan dalam regulasi antara negara-negara dalam konteks transaksi perbankan lintas batas. Selain itu, mata kuliah ini akan mengulas prinsip-prinsip hukum yang mendasari kegiatan perbankan, seperti prinsip keamanan perbankan, prinsip transparansi dan pengungkapan informasi, serta prinsip perlindungan nasabah. Mahasiswa akan membandingkan implementasi prinsip-prinsip ini dalam berbagai sistem hukum.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami perbedaan dan persamaan dalam sistem hukum perbankan di berbagai negara. Mereka akan memiliki kemampuan untuk menganalisis dan membandingkan peraturan dan praktik perbankan antar negara, serta memahami implikasi hukum dalam transaksi perbankan internasional


	4) Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah

	Kode Mata Kuliah
	:
	MKE 204

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah tentang Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah merupakan program studi yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur kegiatan ekonomi dan bisnis dalam konteks syariah. Mata kuliah ini akan membahas prinsip-prinsip hukum syariah yang mendasari ekonomi dan bisnis Islam serta penerapannya dalam praktik bisnis modern. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep dasar dalam hukum syariah yang terkait dengan ekonomi dan bisnis, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan haram (larangan). Mereka akan memahami prinsip-prinsip yang mengatur transaksi bisnis dalam sistem ekonomi syariah, termasuk prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan pembagian risiko. Mata kuliah ini juga akan membahas aspek hukum terkait dengan berbagai instrumen keuangan syariah, seperti mudarabah (modal bersama), musharakah (kerja sama), sukuk (obligasi syariah), dan takaful (asuransi syariah). Mahasiswa akan mempelajari persyaratan hukum untuk penyelesaian transaksi bisnis yang sah menurut prinsip syariah. Selain itu, mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah juga akan mengulas hukum kontrak dalam konteks syariah, termasuk prinsip-prinsip yang mengatur perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan pembiayaan. Mahasiswa akan mempelajari persyaratan yang harus dipenuhi agar kontrak tersebut sah menurut hukum syariah.



	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mengikuti mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip hukum yang mengatur ekonomi dan bisnis syariah. Mereka akan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peraturan dan praktik terkini dalam konteks ekonomi dan bisnis syariah, serta kemampuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dan menghadapi tantangan hukum yang mungkin timbul dalam konteks ini.


	5) Hukum Kekayaan Intelektual

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Bisnis Digital

	Kode Mata Kuliah
	:
	MKE 205

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual merupakan program studi yang memberikan pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur hak-hak kekayaan intelektual. Mata kuliah ini melibatkan studi tentang perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual seperti hak cipta, merek dagang, paten, rahasia dagang, dan desain industri. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar hukum kekayaan intelektual, termasuk prinsip-prinsip yang mendasarinya, asas-asas perlindungan hukum, serta perkembangan dan tren terkini dalam domain ini. Mahasiswa juga akan memahami perbedaan dan persamaan antara jenis-jenis hak kekayaan intelektual dan bagaimana hak-hak ini dapat diperoleh, dilindungi, serta diperdagangkan. Mata kuliah ini akan membahas aspek hukum yang terkait dengan pendaftaran, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hak kekayaan intelektual. Mahasiswa akan mempelajari prosedur-prosedur administratif dan litigasi yang terkait dengan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Mereka juga akan memahami konsep lisensi, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Selain itu, mata kuliah ini akan membahas implikasi hukum kekayaan intelektual dalam konteks bisnis dan industri. Mahasiswa akan mempelajari peran kekayaan intelektual dalam mendorong inovasi, pemasaran produk dan layanan, serta pengembangan merek dagang. Mereka akan memahami pentingnya strategi hukum untuk melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual dalam konteks ekonomi modern.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mengikuti mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual, mahasiswa diharapkan mampu memahami kompleksitas hukum kekayaan intelektual, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah hukum terkait, serta mengaplikasikan pengetahuan hukum ini dalam lingkungan bisnis, industri, dan inovasi.


d. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan Kenegaraan (HTN/HAN)

Tabel 23. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan Kenegaraan

	1) Hukum Keuangan Negara dan Daerah

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Keuangan Negara dan Daerah

	Kode Mata Kuliah
	:
	MKK 201

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Keuangan Negara dan Daerah adalah program studi yang memberikan pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur aspek keuangan di tingkat pemerintahan negara dan daerah. Mata kuliah ini melibatkan studi tentang peraturan-peraturan yang mengatur pendapatan, pengeluaran, dan pengelolaan keuangan publik. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar hukum keuangan negara dan daerah, termasuk sistem perpajakan, anggaran publik, perencanaan keuangan, dan pelaksanaan kebijakan fiskal. Mahasiswa akan memahami peraturan hukum yang mengatur pendapatan negara, termasuk pajak dan penerimaan lainnya, serta pengeluaran negara, seperti belanja publik dan subsidi. Mata kuliah ini akan membahas prinsip-prinsip hukum yang mendasari pengelolaan keuangan publik, termasuk transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Mahasiswa akan mempelajari struktur organisasi keuangan negara dan daerah, termasuk lembaga-lembaga yang terkait dengan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan publik.

Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas peraturan hukum yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pembagian pendapatan, alokasi anggaran, dan tanggung jawab keuangan daerah. Mahasiswa akan memahami sistem transfer keuangan, pajak daerah, dan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah. Mata kuliah Hukum Keuangan Negara dan Daerah juga akan mengulas aspek hukum yang terkait dengan pengawasan keuangan publik, pencegahan korupsi, dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan negara. Mahasiswa akan diajak untuk menganalisis peraturan hukum terkait dengan audit keuangan, tindak pidana keuangan, dan mekanisme penyelesaian sengketa keuangan.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mengikuti mata kuliah Hukum Keuangan Negara dan Daerah, mahasiswa diharapkan mampu memahami sistem keuangan publik, mengidentifikasi permasalahan hukum terkait keuangan negara dan daerah, serta mengaplikasikan pengetahuan hukum ini dalam lingkungan pemerintahan dan manajemen keuangan publik.


	2) Hukum Perizinan Pertambangan

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Perizinan Pertambangan

	Kode Mata Kuliah
	:
	MKK 202

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Perizinan Pertambangan adalah program studi yang membahas kerangka hukum yang mengatur proses perizinan dalam sektor pertambangan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang peraturan dan prosedur yang terkait dengan perizinan kegiatan pertambangan. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar hukum pertambangan, termasuk peraturan yang mengatur hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemegang izin pertambangan. Mahasiswa akan memahami proses perizinan pertambangan, mulai dari persyaratan awal hingga proses evaluasi, pengawasan, dan pembaruan izin. Mata kuliah ini akan membahas berbagai aspek perizinan pertambangan, seperti izin eksplorasi, izin eksploitasi, izin pengolahan, dan izin reklamasi. Mahasiswa juga akan mempelajari peraturan terkait perlindungan lingkungan, penegakan hukum, dan sengketa perizinan dalam sektor pertambangan. Selain itu, mata kuliah ini akan membahas peraturan dan kebijakan terkait dengan perizinan pertambangan di Indonesia, termasuk peraturan tentang pemegang saham lokal, tata kelola perusahaan, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Mahasiswa akan diajak untuk menganalisis berbagai peraturan dan kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap industri pertambangan dan masyarakat. Mata kuliah Hukum Perizinan Pertambangan juga akan membahas isu-isu terkini dan perubahan regulasi dalam sektor pertambangan. Mahasiswa akan diminta untuk mengikuti perkembangan terkini dalam peraturan perizinan pertambangan dan menerapkan pengetahuan hukum tersebut dalam konteks praktis.



	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mengikuti mata kuliah Hukum Perizinan Pertambangan, mahasiswa diharapkan mampu memahami kerangka hukum perizinan pertambangan, mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang terkait dengan perizinan, dan memahami tantangan serta peluang dalam sektor pertambangan.


	3) Reformasi Birokrasi dan Governance

	Judul Mata Kuliah
	:
	Reformasi Birokrasi dan Governance

	Kode Mata Kuliah
	:
	MKK 203

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan adalah program studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang reformasi birokrasi dan upaya meningkatkan kinerja pemerintahan. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek dan tantangan dalam melakukan perubahan dan pembaruan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep, teori, dan prinsip reformasi birokrasi serta pengaruhnya terhadap kinerja pemerintahan. Mahasiswa juga akan memahami peran dan fungsi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mata kuliah ini akan membahas isu-isu krusial dalam reformasi birokrasi, termasuk pengembangan kapasitas birokrasi, peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penerapan prinsip good governance dalam praktik pemerintahan. Mahasiswa akan mempelajari berbagai model dan pendekatan yang digunakan dalam reformasi birokrasi di berbagai negara dan konteks. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung reformasi birokrasi dan pemerintahan yang efektif. Mahasiswa akan mempelajari pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan publik, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan efisiensi birokrasi.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Mata kuliah Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan bertujuan untuk melahirkan calon pemimpin dan praktisi yang memiliki pemahaman mendalam tentang perubahan dan pembaruan birokrasi serta mampu menghadapi tantangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di dalam pemerintahan.


	4) Partai Politik dan Pemilihan Umum

	Judul Mata Kuliah
	:
	Partai Politik dan Pemilihan Umum

	Kode Mata Kuliah
	:
	MKK 204

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Partai Politik dan Pemilihan Umum bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran, fungsi, dan dinamika partai politik dalam sistem demokrasi serta proses pemilihan umum. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek terkait partai politik, sistem partai, strategi politik, dan pelaksanaan pemilihan umum. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari sejarah perkembangan partai politik, struktur organisasi partai, dan peran partai politik dalam sistem politik. Mahasiswa juga akan memahami konsep dan prinsip demokrasi, serta peran partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsi politik seperti mewakili kepentingan masyarakat, pembentukan kebijakan publik, dan pengawasan terhadap pemerintah. Mata kuliah ini juga akan membahas strategi politik yang digunakan oleh partai politik dalam memperoleh dukungan publik, memenangkan pemilihan umum, dan mempengaruhi proses politik. Mahasiswa akan mempelajari berbagai faktor yang memengaruhi preferensi pemilih, kampanye politik, manajemen kampanye, dan teknik-teknik komunikasi politik yang digunakan oleh partai politik. Selain itu, mata kuliah ini akan membahas proses pemilihan umum, termasuk pemilihan umum legislatif dan presiden. Mahasiswa akan mempelajari peraturan dan mekanisme pelaksanaan pemilihan umum, sistem pemilihan, peran lembaga penyelenggara pemilu, serta tantangan dan isu-isu terkait pemilihan umum. Selama perkuliahan, mahasiswa akan diajak untuk menganalisis studi kasus, mempelajari peraturan perundang-undangan terkait partai politik dan pemilihan umum, serta mengikuti perkembangan terkini dalam politik dan pemilihan umum. Mahasiswa juga akan diajak untuk melakukan diskusi, debat, dan penelitian terkait isu-isu terkait partai politik dan pemilihan umum.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Mata kuliah Partai Politik dan Pemilihan Umum bertujuan untuk melahirkan pemahaman yang mendalam tentang peran partai politik dalam sistem politik demokratis serta pemahaman yang komprehensif tentang pelaksanaan pemilihan umum. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan analisis politik, pemahaman tentang dinamika partai politik, dan pemahaman tentang proses pemilihan umum sebagai salah satu fondasi penting dalam studi politik dan pemerintahan.


	5) Hukum Administrasi Kepegawaian

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Administrasi Kepegawaian

	Kode Mata Kuliah
	:
	MKK 205

	Jumlah SKS
	:
	3 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Administrasi Kepegawaian merupakan program studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hukum yang mengatur administrasi kepegawaian dalam konteks organisasi atau instansi pemerintah. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek terkait hukum yang mengatur keberadaan, pengangkatan, pemberhentian, pengembangan, dan perlindungan hak-hak kepegawaian. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar hukum administrasi kepegawaian, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang ini, seperti undang-undang kepegawaian, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah terkait. Mahasiswa juga akan memahami prinsip-prinsip hukum administrasi kepegawaian, seperti prinsip kepastian hukum, prinsip keadilan, dan prinsip efektivitas. Mata kuliah ini juga akan membahas proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai negeri, termasuk ketentuan mengenai persyaratan kualifikasi, prosedur seleksi, penilaian kompetensi, dan pengangkatan pegawai. Mahasiswa akan mempelajari peraturan dan prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat dan transparan. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas hak dan kewajiban pegawai, termasuk hak kepegawaian, hak kesejahteraan, kewajiban disiplin, dan sanksi bagi pegawai yang melanggar tata tertib kepegawaian. Mahasiswa akan mempelajari mekanisme penyelesaian sengketa kepegawaian dan perlindungan hukum bagi pegawai yang merasa dirugikan. Selama perkuliahan, mahasiswa akan diajak untuk menganalisis kasus-kasus nyata, mempelajari peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepegawaian, serta mengembangkan pemahaman tentang isu-isu terkini dalam bidang ini. Mahasiswa juga akan diajak untuk melakukan diskusi, penelitian, dan analisis kritis terhadap kebijakan dan peraturan terkait administrasi kepegawaian.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Mata kuliah Hukum Administrasi Kepegawaian bertujuan untuk melahirkan calon pegawai yang memahami dan mampu mengimplementasikan hukum yang mengatur administrasi kepegawaian dengan baik dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, efektivitas, dan kepastian hukum.


2) Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan (Semester Ganjil)

a. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan PERDAL
Tabel 23. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan PERDAL

	1) Hukum Acara Gugatan Pencemaran Lingkungan Hidup

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Acara Gugatan Pencemaran Lingkungan Hidup

	Kode Mata Kuliah
	:
	MPS 301

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Acara Gugatan Lingkungan Hidup merupakan program studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum yang berkaitan dengan proses peradilan dalam kasus-kasus lingkungan hidup. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek terkait hukum acara yang berlaku dalam konteks gugatan lingkungan hidup. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar hukum acara perdata yang relevan dalam konteks gugatan lingkungan hidup. Mahasiswa akan memahami prosedur-prosedur pengajuan gugatan, persyaratan formil yang harus dipenuhi, serta langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses peradilan lingkungan hidup. Mata kuliah ini juga akan membahas berbagai aspek penting dalam hukum acara gugatan lingkungan hidup, termasuk persiapan gugatan, pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, pembuktian dalam kasus lingkungan hidup, serta penyelesaian sengketa dan putusan pengadilan terkait lingkungan hidup. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan terkait gugatan lingkungan hidup, termasuk undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, hak-hak warga negara terkait lingkungan hidup, serta kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam isu lingkungan hidup. Mata kuliah ini akan mengajak mahasiswa untuk menganalisis kasus-kasus nyata terkait gugatan lingkungan hidup, mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan, serta mengembangkan pemahaman tentang isu-isu terkini dalam bidang ini. Mahasiswa juga akan diajak untuk melakukan diskusi, penelitian, dan analisis kritis terhadap kasus-kasus lingkungan hidup dan proses peradilan yang terkait.



	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Mata kuliah Hukum Acara Gugatan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melahirkan calon profesional hukum yang memahami dan mampu mengaplikasikan hukum acara dalam kasus-kasus lingkungan hidup dengan baik dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, perlindungan lingkungan hidup, dan kepastian hukum.


	2) Hukum Pengelolaan Pertambangan

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Pengelolaan Pertambangan

	Kode Mata Kuliah
	:
	MPS 302

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Pengelolaan Pertambangan merupakan program studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan pengelolaan sumber daya pertambangan. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek hukum yang berlaku dalam konteks pengelolaan dan regulasi sektor pertambangan. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar hukum pertambangan, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur izin, perizinan, dan regulasi terkait kegiatan pertambangan. Mahasiswa akan memahami hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam industri pertambangan, termasuk perusahaan pertambangan, pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Mata kuliah ini juga akan membahas berbagai aspek hukum terkait dengan pengelolaan lingkungan dalam industri pertambangan, termasuk peraturan perlindungan lingkungan, mitigasi dampak lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks pertambangan. Mahasiswa akan mempelajari tentang pengaturan hukum terkait reklamasi, pemantauan lingkungan, dan pengelolaan limbah pertambangan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari aspek hukum terkait dengan kegiatan eksplorasi, ekstraksi, dan pemasaran hasil tambang. Hal ini meliputi aspek perjanjian kontrak pertambangan, perpajakan, hak kepemilikan, dan peraturan yang berkaitan dengan ekspor dan impor sumber daya pertambangan. Mata kuliah ini akan mengajak mahasiswa untuk menganalisis kasus-kasus nyata terkait pengelolaan pertambangan, mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan, serta mengembangkan pemahaman tentang isu-isu terkini dalam bidang ini. Mahasiswa juga akan diajak untuk melakukan diskusi, penelitian, dan analisis kritis terhadap kebijakan-kebijakan pengelolaan pertambangan yang berlaku.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Mata kuliah Hukum Pengelolaan Pertambangan bertujuan untuk melahirkan calon profesional hukum yang memahami dan mampu mengaplikasikan hukum dalam pengelolaan sumber daya pertambangan dengan baik dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepastian hukum.


	3) Hukum Kehutanan dan Sumberdaya Air

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Kehutanan dan Sumberdaya Air

	Kode Mata Kuliah
	:
	MPS 303

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Kehutanan dan Sumberdaya Air merupakan program studi yang memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan hutan serta sumberdaya air. Mata kuliah ini mencakup studi tentang regulasi, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan kehutanan dan sumberdaya air. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar hukum kehutanan dan sumberdaya air, termasuk peraturan yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tersebut. Mahasiswa akan memahami aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan hutan, konservasi sumberdaya air, rehabilitasi lahan, pengelolaan lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem. Mata kuliah ini juga akan membahas tentang izin, perizinan, dan regulasi terkait kegiatan kehutanan dan pemanfaatan sumberdaya air, termasuk peraturan tentang pemberian hak-hak pengusahaan hutan, perizinan pengambilan air, dan pengelolaan konflik yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya tersebut. Mahasiswa akan diajak untuk menganalisis kasus-kasus nyata dalam pengelolaan kehutanan dan sumberdaya air, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan, kebijakan pemerintah, dan instrumen hukum yang digunakan dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam tersebut. Mata kuliah ini juga akan membahas tentang aspek hukum internasional terkait dengan kehutanan dan sumberdaya air, termasuk perjanjian internasional, kerjasama regional, dan norma-norma hukum yang mengatur isu-isu lingkungan hidup global.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Melalui mata kuliah Hukum Kehutanan dan Sumberdaya Air, mahasiswa diharapkan dapat memahami kompleksitas permasalahan hukum yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan hutan serta sumberdaya air, serta mampu mengaplikasikan pengetahuan hukum tersebut dalam konteks pengelolaan yang berkelanjutan dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.


	4) Hukum Analisia Dampak Lingkungan Hidup

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Analisis Dampak Lingkungan Hidup

	Kode Mata Kuliah
	:
	MPS 304

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (DALH) memberikan pemahaman mendalam tentang peran hukum dalam menganalisis dampak lingkungan hidup dari kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Mata kuliah ini membahas tentang kerangka hukum, peraturan, dan prosedur yang mengatur analisis dampak lingkungan hidup, serta dampak-dampak yang timbul dari kegiatan pembangunan terhadap lingkungan. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep dasar analisis dampak lingkungan hidup, termasuk metode dan teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi dampak-dampak tersebut. Mahasiswa juga akan memahami regulasi yang mengatur analisis dampak lingkungan hidup, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta peran lembaga-lembaga terkait dalam proses analisis dan pengambilan keputusan. Mata kuliah ini juga akan membahas tentang kewajiban perusahaan dan pemerintah dalam melaksanakan analisis dampak lingkungan hidup, serta perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup. Mahasiswa akan mempelajari upaya-upaya mitigasi dan rekonsiliasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta perlindungan hak-hak masyarakat terkait dengan lingkungan hidup.



	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Melalui mata kuliah Hukum Analisis Dampak Lingkungan Hidup, mahasiswa diharapkan dapat memahami peran hukum dalam melindungi lingkungan hidup dan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan analisis dampak lingkungan hidup dalam praktik hukum dan kebijakan lingkungan hidup.


	5) Hukum Sumberdaya Alam dan Lingkungan

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Sumberdaya Alam dan Lingkungan

	Kode Mata Kuliah
	:
	MPS 305

	Jumlah SKS
	:
	

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Sumberdaya Alam dan Lingkungan adalah sebuah program studi yang mempelajari kerangka hukum yang mengatur pengelolaan Sumberdaya Alam dan perlindungan lingkungan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan penggunaan, konservasi, dan perlindungan Sumberdaya Alam dan lingkungan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai prinsip hukum yang mendasari pengelolaan Sumberdaya Alam, seperti hukum lingkungan, hukum perikanan, hukum pertambangan, dan hukum kehutanan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari konsep-konsep hukum yang terkait dengan perlindungan lingkungan, seperti hukum udara, hukum air, hukum limbah, dan hukum energi. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi aspek teoritis dan praktis. Mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan Sumberdaya Alam dan perlindungan lingkungan. Mereka juga akan mempelajari studi kasus yang memperkenalkan situasi nyata di mana hukum Sumberdaya Alam dan lingkungan diterapkan, serta mendiskusikan isu-isu kontemporer yang muncul dalam konteks tersebut. Selama perkuliahan, mahasiswa akan diajak untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan dan regulasi yang ada, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap Sumberdaya Alam dan lingkungan. Mereka juga akan mempelajari upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pengelolaan Sumberdaya Alam dan perlindungan lingkungan

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kuat tentang hukum yang mengatur Sumberdaya Alam dan lingkungan, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.


b. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan SPP
Tabel 23. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan SPP

	1) Kriminologi Pertambangan

	Judul Mata Kuliah
	:
	Kriminologi Pertambangan

	Kode Mata Kuliah
	:
	MPP 301

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Kriminologi Pertambangan adalah sebuah program studi yang mempelajari interaksi antara hukum, kriminalitas, dan industri pertambangan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang aspek-aspek kriminologi yang terkait dengan kegiatan pertambangan, termasuk analisis kejahatan yang terjadi dalam industri ini serta strategi penanggulangan dan pencegahan kriminalitas. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep dasar kriminologi dan teori-teori kriminologi yang relevan dengan konteks pertambangan. Mereka juga akan memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang berperan dalam mendorong terjadinya kejahatan di sektor pertambangan. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini mencakup berbagai jenis kejahatan yang sering terjadi dalam industri pertambangan, seperti penambangan ilegal, perdagangan mineral ilegal, korupsi, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial yang terkait dengan aktivitas pertambangan. Mahasiswa akan mempelajari cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkaji dampak kejahatan tersebut terhadap masyarakat, lingkungan, dan perekonomian. Selama perkuliahan, mahasiswa juga akan mempelajari peran dan tanggung jawab hukum dalam menangani kriminalitas di sektor pertambangan. Mereka akan memahami kerangka hukum yang mengatur pertambangan, termasuk regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan Sumberdaya Alam, perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, dan hak asasi manusia. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari strategi penanggulangan dan pencegahan kriminalitas dalam konteks pertambangan. Mereka akan menganalisis kebijakan publik, praktik terbaik, dan inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan meningkatkan pengelolaan yang bertanggung jawab dalam industri pertambangan.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Mata kuliah Kriminologi Pertambangan sangat relevan bagi mereka yang tertarik dengan isu-isu kejahatan dan keadilan dalam industri pertambangan. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kriminologi yang berkaitan dengan pertambangan, serta pemahaman tentang peran hukum dan strategi penanggulangan kriminalitas dalam konteks tersebut. Hal ini akan mempersiapkan mereka untuk berkontribusi dalam mengatasi tantangan kriminalitas dan mempromosikan praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.


	2) Tindak Pidana Lingkungan

	Judul Mata Kuliah
	:
	Tindak Pidana Lingkungan

	Kode Mata Kuliah
	:
	MPP 302

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Tindak Pidana Lingkungan adalah program studi yang membahas tentang jenis-jenis kejahatan yang terkait dengan kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan tindak pidana lingkungan, termasuk analisis kejahatan, strategi penegakan hukum, dan upaya pencegahan kejahatan lingkungan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis tindak pidana lingkungan, seperti pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem, illegal logging, illegal fishing, illegal wildlife trade, dan tindak pidana terkait pengelolaan limbah. Mereka akan memahami konsep dasar tindak pidana lingkungan, faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan tersebut, serta dampaknya terhadap manusia dan ekosistem. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi aspek teoritis dan praktis. Mahasiswa akan mempelajari kerangka hukum yang mengatur tindak pidana lingkungan, termasuk peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Mereka juga akan mempelajari strategi penegakan hukum, investigasi, proses peradilan, dan sanksi yang terkait dengan tindak pidana lingkungan. Selama perkuliahan, mahasiswa akan diajak untuk menganalisis kasus-kasus nyata tindak pidana lingkungan dan mempelajari teknik investigasi serta bukti-bukti yang digunakan untuk menangani kejahatan tersebut. Mereka juga akan mempelajari upaya pencegahan tindak pidana lingkungan melalui kebijakan publik, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Mata kuliah Tindak Pidana Lingkungan sangat relevan bagi mereka yang tertarik dengan isu-isu lingkungan dan keadilan, serta ingin memahami peran hukum dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan memiliki pengetahuan yang kuat tentang tindak pidana lingkungan, kerangka hukum yang mengaturnya, serta strategi penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Hal ini akan mempersiapkan mereka untuk berperan aktif dalam menangani kejahatan lingkungan dan berkontribusi pada perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.


	3) Kejahatan Korporasi dan Tipikor

	Judul Mata Kuliah
	:
	Kejahatan Korporasi dan Tipikor

	Kode Mata Kuliah
	:
	MPP 303

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Kejahatan Korporasi dan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah program studi yang membahas tentang kejahatan yang terkait dengan korporasi dan tindak pidana korupsi dalam konteks hukum pidana. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi, serta tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat atau pihak-pihak yang terkait. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dan teori dasar mengenai kejahatan korporasi dan tindak pidana korupsi. Mereka akan memahami karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, seperti penipuan, manipulasi keuangan, pencucian uang, pelanggaran lingkungan, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan korporasi dan korupsi, serta dampaknya terhadap perekonomian, keadilan, dan masyarakat. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi kerangka hukum yang mengatur kejahatan korporasi dan tindak pidana korupsi, termasuk undang-undang, peraturan, dan instrumen internasional yang relevan. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku dalam penanganan kejahatan korporasi dan tindak pidana korupsi, serta proses peradilan dan sistem peradilan yang terkait. Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari studi kasus nyata tentang kejahatan korporasi dan tindak pidana korupsi, serta analisis terhadap strategi penegakan hukum dan upaya pencegahan kejahatan tersebut. Mereka juga akan mempelajari peran lembaga penegak hukum, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dalam menangani tindak pidana korupsi.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kejahatan korporasi dan tindak pidana korupsi, kerangka hukum yang mengatur, serta strategi penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Hal ini akan mempersiapkan mereka untuk berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan korporasi serta korupsi di berbagai sektor.


	4) Hukum Pidana Kesehatan

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Pidana Kesehatan

	Kode Mata Kuliah
	:
	MPP 304

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Pidana Kesehatan adalah program studi yang membahas tentang aspek hukum yang terkait dengan kejahatan yang melibatkan bidang kesehatan dan perawatan kesehatan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur kejahatan dalam konteks kesehatan, termasuk penyalahgunaan obat-obatan, malpraktik medis, penipuan medis, dan kejahatan lainnya yang berkaitan dengan layanan kesehatan.  Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip hukum pidana yang terkait dengan bidang kesehatan. Mereka akan memahami jenis-jenis kejahatan kesehatan yang dapat terjadi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan tersebut. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari konsep-konsep dasar dalam hukum pidana kesehatan, seperti tanggung jawab pidana, kesalahan, pembelaan, dan sanksi yang berlaku. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur kejahatan kesehatan. Mahasiswa akan mempelajari undang-undang dan peraturan yang relevan, serta studi kasus nyata untuk menggambarkan penerapan hukum pidana kesehatan dalam praktik. Mereka juga akan mempelajari prosedur penegakan hukum dan upaya pencegahan kejahatan kesehatan.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Capaian dari mata kuliah Hukum Pidana Kesehatan adalah mahasiswa akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur kejahatan kesehatan, termasuk jenis-jenis kejahatan yang terjadi dan konsekuensinya. Mereka akan mampu menganalisis kasus-kasus nyata dalam konteks hukum pidana kesehatan dan memahami proses penegakan hukum yang terkait. Selain itu, mahasiswa akan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan kesehatan dan merumuskan upaya pencegahan yang efektif. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan hukum pidana kesehatan dalam praktek, baik sebagai calon profesional di bidang hukum, kesehatan, maupun dalam peran advokasi dan penegakan hukum. Mereka akan menjadi individu yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam bidang kesehatan dan mampu berkontribusi pada peningkatan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas.




	5) Penologi Pemasyarakatan

	Judul Mata Kuliah
	:
	Penologi Pemasyarakatan

	Kode Mata Kuliah
	:
	MPP 305

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Penologi Pemasyarakatan merupakan program studi yang membahas tentang teori, metode, dan praktek dalam pengelolaan dan pemasyarakatan narapidana atau tahanan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sistem peradilan pidana dan proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial bagi narapidana. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek penegakan hukum dalam konteks pemasyarakatan, termasuk pengelolaan lembaga pemasyarakatan, pengawasan dan perlindungan hak narapidana, dan upaya rehabilitasi dan resosialisasi. Mahasiswa juga akan memahami prinsip-prinsip penegakan hukum yang melibatkan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan, lembaga kepolisian, dan lembaga lain yang terkait. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi teori penologi, strategi penanganan narapidana, evaluasi dan pengawasan lembaga pemasyarakatan, kebijakan hukum dalam pemasyarakatan, serta konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Mahasiswa akan mempelajari berbagai pendekatan, model, dan teknik dalam penanganan narapidana, termasuk pendekatan restorative justice dan upaya pencegahan kriminalitas. Capaian dari mata kuliah Penologi Pemasyarakatan adalah mahasiswa akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan praktik dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Mereka akan mampu menganalisis sistem peradilan pidana, memahami peran dan tanggung jawab dalam penegakan hukum pemasyarakatan, serta mengidentifikasi masalah dan tantangan yang terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks pekerjaan di lembaga pemasyarakatan, lembaga kepolisian, organisasi non-pemerintah yang terkait dengan pemasyarakatan, atau sebagai penasihat hukum yang terlibat dalam bidang penegakan hukum pemasyarakatan. Mereka akan menjadi individu yang memiliki pemahaman yang holistik tentang penegakan hukum dan rehabilitasi, serta mampu berkontribusi pada upaya pengembangan sistem pemasyarakatan yang lebih baik.


c. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan HEB
Tabel 24. Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan HEB
	1) Hukum Ekonomi Sumberdaya Alam

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Ekonomi dan Sumberdaya Alam

	Kode Mata Kuliah
	:
	MPE 301

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Ekonomi dan Sumberdaya Alam adalah program studi yang membahas tentang hubungan antara hukum, ekonomi, dan pengelolaan sumberdaya alam. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari aspek hukum yang terkait dengan kegiatan ekonomi dan pengelolaan sumberdaya alam, termasuk regulasi ekonomi, hukum kontrak, hukum persaingan usaha, hukum lingkungan, dan hukum pertambangan. Mahasiswa juga akan memahami prinsip-prinsip ekonomi yang mendasari pengambilan keputusan dalam konteks pemanfaatan sumberdaya alam. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur ekonomi dan sumberdaya alam, peran lembaga pengatur dalam pengelolaan sumberdaya alam, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan, serta konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Mahasiswa akan mempelajari kasus-kasus nyata untuk menganalisis dampak hukum dan ekonomi dari kegiatan ekonomi terhadap sumberdaya alam.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Capaian dari mata kuliah Hukum Ekonomi dan Sumberdaya Alam adalah mahasiswa akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum dan ekonomi yang mengatur kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya alam. Mereka akan mampu menganalisis implikasi hukum dan ekonomi dari kebijakan dan tindakan dalam konteks ekonomi dan sumberdaya alam. Selain itu, mahasiswa juga akan mampu merumuskan strategi pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek hukum dan ekonomi. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks pekerjaan di bidang hukum, ekonomi, lingkungan, dan pengelolaan sumberdaya alam. Mereka akan menjadi individu yang mampu berkontribusi pada pengembangan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan, pemahaman yang holistik tentang aspek hukum dan ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam, serta mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.


	2) Hukum Pajak Pertambangan

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Pajak Pertambangan

	Kode Mata Kuliah
	:
	MPE 302

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Pajak Pertambangan adalah program studi yang membahas tentang sistem perpajakan yang berlaku dalam industri pertambangan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang regulasi pajak yang berlaku dalam konteks pertambangan, termasuk aspek hukum dan peraturan perpajakan yang relevan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek hukum pajak yang terkait dengan kegiatan pertambangan, seperti pajak penghasilan, pajak pertambangan, royalti, dan pajak lainnya yang berlaku dalam industri pertambangan. Mahasiswa juga akan memahami prinsip-prinsip perpajakan yang berlaku dalam industri pertambangan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi regulasi perpajakan nasional dan internasional yang berkaitan dengan pertambangan, sistem perpajakan yang diterapkan dalam industri pertambangan, perlakuan pajak terhadap perusahaan pertambangan, dan implikasi perpajakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Mahasiswa juga akan mempelajari kasus-kasus nyata untuk menganalisis dampak hukum dan ekonomi dari sistem perpajakan dalam industri pertambangan.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks pekerjaan di bidang perpajakan, perusahaan pertambangan, konsultan perpajakan, atau sebagai penasihat hukum yang terlibat dalam bidang hukum pajak pertambangan. Mereka akan menjadi individu yang mampu berkontribusi pada pengembangan kebijakan perpajakan yang berkelanjutan, memahami implikasi perpajakan dalam industri pertambangan, serta mampu memberikan saran dan solusi terkait permasalahan perpajakan dalam industri pertambangan.




	3) Hukum Penyelesaian Sangketa Bisnis

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Penyelesaian Sangketa Bisnis

	Kode Mata Kuliah
	:
	MPE 303

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis adalah program studi yang membahas tentang berbagai metode dan mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan dalam konteks bisnis. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sistem hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa bisnis dan memberikan keterampilan praktis dalam menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai metode penyelesaian sengketa bisnis, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Mahasiswa juga akan memahami aspek hukum yang terkait dengan proses penyelesaian sengketa bisnis, termasuk hukum kontrak, hukum perdata, hukum perdagangan, dan hukum internasional. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi prinsip-prinsip dasar penyelesaian sengketa, mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa bisnis, peran dan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa, analisis kasus sengketa bisnis, serta etika dan profesionalisme dalam penyelesaian sengketa bisnis.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Capaian dari mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis adalah mahasiswa akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai metode dan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang digunakan dalam praktik bisnis. Mereka akan mampu menganalisis sengketa bisnis, memilih metode penyelesaian yang tepat, dan mengaplikasikan keterampilan penyelesaian sengketa untuk mencapai hasil yang adil dan berkelanjutan. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks pekerjaan di bidang hukum bisnis, konsultan hukum, mediator, arbitrator, atau penasihat hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bisnis. Mereka akan menjadi individu yang mampu berkontribusi pada penyelesaian sengketa bisnis yang efektif dan efisien, memahami kerangka hukum yang berlaku, serta mampu mengelola konflik dan mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.




	4) Hukum Bisnis Pariwisata

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Bisnis Pariwisata

	Kode Mata Kuliah
	:
	MPE 304

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Bisnis Pariwisata adalah program studi yang membahas tentang kerangka hukum yang mengatur industri pariwisata. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang peraturan hukum yang berlaku dalam industri pariwisata, termasuk aspek hukum yang terkait dengan pengelolaan, promosi, dan pengembangan bisnis pariwisata. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek hukum yang terkait dengan bisnis pariwisata, seperti hukum perhotelan, hukum perjalanan wisata, hukum perlindungan konsumen pariwisata, hukum lingkungan dalam konteks pariwisata, serta hukum kekayaan intelektual dalam industri pariwisata. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi regulasi hukum nasional dan internasional yang berlaku dalam industri pariwisata, perjanjian bisnis dalam industri pariwisata, tanggung jawab hukum pelaku usaha pariwisata, perlindungan hukum bagi konsumen pariwisata, hukum ketenagakerjaan dalam sektor pariwisata, serta penyelesaian sengketa yang terkait dengan bisnis pariwisata. Capaian dari mata kuliah Hukum Bisnis Pariwisata adalah mahasiswa akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan bisnis pariwisata. Mereka akan mampu menganalisis dan menginterpretasikan regulasi hukum yang berlaku dalam industri pariwisata, serta menerapkan pengetahuan hukum tersebut dalam konteks pengembangan dan pengelolaan bisnis pariwisata.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks pekerjaan di bidang hukum pariwisata, manajemen pariwisata, konsultan hukum, atau sebagai penasihat hukum yang terlibat dalam industri pariwisata. Mereka akan menjadi individu yang mampu berkontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis pariwisata, serta memahami implikasi hukum dalam pengambilan keputusan bisnis di sektor pariwisata.


	5) Politik Hukum Agraria

	Judul Mata Kuliah
	:
	Politik Hukum Agraria

	Kode Mata Kuliah
	:
	MPE 305

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Politik Hukum Agraria merupakan program studi yang membahas tentang hubungan antara politik dan hukum dalam konteks agraria. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang peran politik dalam pembentukan dan implementasi kebijakan hukum agraria, serta dampaknya terhadap distribusi, penggunaan, dan pengelolaan Sumberdaya Alam di wilayah agraris. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek politik dan hukum agraria, termasuk perumusan kebijakan agraria, implementasi undang-undang agraria, peran aktor politik dalam pengambilan keputusan agraria, serta konflik kepentingan dan dinamika politik yang terjadi dalam sektor agraria. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi teori politik hukum agraria, kebijakan agraria, legislasi agraria, hak-hak agraria, tata kelola Sumberdaya Alam, reforma agraria, serta isu-isu kontemporer dalam politik hukum agraria.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks pekerjaan di bidang hukum agraria, pemerintahan daerah, lembaga legislatif, LSM, atau sebagai penasihat hukum yang terlibat dalam kebijakan agraria. Mereka akan menjadi individu yang mampu berkontribusi pada perumusan kebijakan agraria yang adil, transparan, dan berkelanjutan, serta memahami dinamika politik yang memengaruhi implementasi hukum agraria dalam masyarakat agraris.




d. Mata Kuliah Pilihan Program Studi Bidang Peminatan Kenegaraan (HTN/HAN)
Tabel 25. Mata Kuliah Pilihan Program Studi Peminatan Kenegaraan (HTN/HAN)

	1) Hukum Administrasi Pertambangan

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Administrasi Konstitusi

	Kode Mata Kuliah
	:
	MPK 301

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Politik Hukum Administrasi Pertambangan merupakan mata kuliah yang menganalisis konsep hukum adiministrasi pertambangan baik dalam aspek perizinan, kewenangan, pelayanan, dan kepatuhan pemerintah dan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Capaian dari mata kuliah ini agar mahasiswa memiliki pemahaman konsep dan dasar hukum administrasi pertambangan yang mendalam tentang hubungan kompleksitas kewenangan dan asek perizinan.


	2) Teori dan Hukum Konstitusi

	Judul Mata Kuliah
	:
	Teori dan Hukum Konstitusi

	Kode Mata Kuliah
	:
	MPK 302

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Teori dan Hukum Konstitusi merupakan program studi yang membahas tentang teori dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari konstitusi suatu negara. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konstitusi, peran dan fungsi konstitusi dalam sistem hukum, serta teori-teori yang melandasi pembentukan dan interpretasi konstitusi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek teori dan hukum konstitusi, termasuk pengertian dan karakteristik konstitusi, struktur dan konten konstitusi, serta hubungan antara konstitusi dengan lembaga-lembaga negara dan hak-hak asasi manusia. Mahasiswa juga akan mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan konstitusi, seperti konstitusionalisme, pemisahan kekuasaan, supremasi konstitusi, dan interpretasi konstitusi. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi pengantar hukum konstitusi, sejarah konstitusi, teori konstitusi, struktur konstitusi, hak-hak asasi manusia dalam konstitusi, hubungan antarlembaga dalam konstitusi, proses pembentukan dan amendemen konstitusi, serta isu-isu kontemporer dalam teori dan hukum konstitusi.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Capaian dari mata kuliah Teori dan Hukum Konstitusi adalah mahasiswa akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip hukum yang melandasi konstitusi suatu negara. Mereka akan mampu menganalisis dan menginterpretasikan ketentuan konstitusi, serta memahami implikasi hukum dari kebijakan dan keputusan yang didasarkan pada konstitusi.

Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks pekerjaan di bidang hukum konstitusi, pemerintahan, lembaga legislatif, atau sebagai penasihat hukum yang terlibat dalam pembentukan kebijakan publik. Mereka akan menjadi individu yang mampu berkontribusi pada pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip konstitusi yang demokratis, serta memahami peran konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak individu, dan memastikan pemerintahan yang berkeadilan.


	3) Politik Ketatanegaraan Indonesia

	Judul Mata Kuliah
	:
	Politik Ketatanegaraan Indonesia

	Kode Mata Kuliah
	:
	MPK 304

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Politik Ketatanegaraan Indonesia merupakan program studi yang membahas tentang sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang struktur, proses, dan dinamika politik yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek politik ketatanegaraan Indonesia, termasuk pembentukan negara, struktur politik, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, peran partai politik, pemilihan umum, dan peran serta masyarakat dalam politik. Mahasiswa juga akan mempelajari sejarah politik Indonesia, ideologi negara, dan konstitusi sebagai landasan politik dan hukum. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi pengantar politik ketatanegaraan, sistem politik Indonesia, struktur pemerintahan, hubungan antarlembaga negara, kekuasaan dan politik, peran partai politik, pemilihan umum, politik identitas, politik otonomi daerah, dan isu-isu politik kontemporer di Indonesia.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Capaian dari mata kuliah Politik Ketatanegaraan Indonesia adalah mahasiswa akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia, serta mampu menganalisis dan menginterpretasikan dinamika politik dalam konteks Indonesia. Mereka akan mampu memahami peran serta masyarakat dalam politik, mengenal mekanisme dan proses politik, serta mampu mengaplikasikan pengetahuan politik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pemahaman yang kuat tentang politik ketatanegaraan Indonesia, baik untuk karir di bidang pemerintahan, lembaga legislatif, partai politik, maupun dalam peran sebagai pemikir dan peneliti politik. Mereka akan menjadi individu yang mampu berkontribusi dalam pengembangan sistem politik yang demokratis, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta memahami isu-isu politik kontemporer yang dihadapi oleh Indonesia.


	4) Hukum Peradilan Administrasi

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Peradilan Administrasi

	Kode Mata Kuliah
	:
	MPK 303

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Peradilan Administrasi merupakan program studi yang membahas mengenai sistem peradilan administrasi di Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip, prosedur, dan praktik hukum dalam konteks penyelesaian sengketa administratif. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek terkait peradilan administrasi, termasuk landasan hukum, yurisdiksi, struktur peradilan administrasi, proses peradilan, hukum acara peradilan administrasi, dan putusan pengadilan administrasi. Mahasiswa juga akan mempelajari peran lembaga peradilan administrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan hak-hak masyarakat terhadap tindakan administrasi pemerintah. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi pengantar hukum peradilan administrasi, prinsip-prinsip hukum administrasi, organisasi peradilan administrasi, tata cara pengajuan permohonan peradilan administrasi, pembuktian dalam peradilan administrasi, penyelesaian sengketa administratif, dan implementasi putusan pengadilan administrasi.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Capaian dari mata kuliah Hukum Peradilan Administrasi adalah mahasiswa akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem peradilan administrasi di Indonesia, termasuk proses penyelesaian sengketa dan putusan pengadilan. Mereka akan mampu menganalisis kasus-kasus peradilan administrasi, memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam penyelesaian sengketa administratif. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pemahaman yang kuat tentang peradilan administrasi sebagai mekanisme penegakan hukum dalam konteks administrasi pemerintahan. Mereka akan menjadi individu yang mampu berkontribusi dalam penyelenggaraan peradilan administrasi yang adil, transparan, dan efektif, serta memahami peran lembaga peradilan dalam melindungi hak-hak masyarakat terhadap tindakan administrasi yang tidak sesuai dengan hukum.


	5) Hukum Pengawasan Pusat dan Daerah

	Judul Mata Kuliah
	:
	Hukum Pengawasan Pusat dan Daerah

	Kode Mata Kuliah
	:
	MPK 305

	Jumlah SKS
	:
	2 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Hukum Pengawasan Pusat dan Daerah adalah program studi yang membahas mengenai sistem pengawasan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum, mekanisme, dan peran pengawasan dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari landasan hukum pengawasan, termasuk konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan terkait pengawasan pemerintah pusat dan daerah. Mahasiswa juga akan memahami berbagai lembaga dan mekanisme pengawasan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta tugas dan kewenangan masing-masing lembaga tersebut. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi aspek hukum dan prinsip-prinsip pengawasan pemerintah, pengawasan terhadap anggaran dan keuangan publik, pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, serta penanganan pelanggaran hukum atau etika dalam pemerintahan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari prosedur pengawasan, seperti proses audit, investigasi, dan evaluasi kinerja pemerintah. Mereka akan diajarkan mengenai cara mengumpulkan bukti, menganalisis informasi, dan membuat laporan hasil pengawasan yang objektif dan berdasarkan fakta. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang baik tentang sistem pengawasan pemerintah pusat dan daerah. Mereka akan mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengidentifikasi potensi masalah, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Mahasiswa juga akan memahami pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pemerintah.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan pengetahuan yang diperoleh dari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menjadi profesional yang kompeten dalam bidang hukum pengawasan pemerintah pusat dan daerah, serta dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga integritas, efektivitas, dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.Top of Form


3) Silabus Mata Kuliah Penulisan Tugas Akhir
Tabel 26. Mata Kuliah Penulisan Tugas Akhir

	1) Seminar Usulan Penelitian

	Judul Mata Kuliah
	:
	Seminar Usulan Penelitian

	Kode Mata Kuliah
	:
	MH 301

	Jumlah SKS
	:
	1 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Seminar Usulan Penelitian adalah program studi yang dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menyusun dan menyajikan proposal penelitian. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang langkah-langkah dan komponen-komponen yang terlibat dalam proses perencanaan penelitian serta membangun kemampuan mahasiswa dalam merancang proposal penelitian yang berkualitas. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan tentang berbagai aspek penting dalam perencanaan penelitian, termasuk pemilihan topik penelitian yang relevan, merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan terfokus, mengidentifikasi kerangka teori yang tepat, merancang metode penelitian yang sesuai, serta mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas etika penelitian, pengelolaan waktu, penggunaan referensi dan sumber informasi yang akurat, serta teknik penyajian proposal penelitian secara efektif. Mahasiswa juga akan diajarkan tentang cara menyusun kerangka penelitian yang logis dan sistematis, serta mempersiapkan langkah-langkah pelaksanaan penelitian yang realistis. Salah satu komponen penting dari mata kuliah ini adalah seminar, di mana mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk menyajikan proposal penelitian mereka kepada teman sekelas dan dosen pengajar. Melalui proses seminar, mahasiswa akan memperoleh umpan balik konstruktif yang dapat membantu mereka memperbaiki dan menyempurnakan proposal penelitian mereka. Mata kuliah Seminar Usulan Penelitian juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan komunikasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian ilmiah. Mahasiswa akan diberi tugas-tugas untuk mengkaji literatur, menganalisis masalah penelitian, dan menyusun argumentasi yang kuat untuk mendukung usulan penelitian mereka.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan proposal penelitian yang kokoh dan berkualitas sebagai persiapan untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut dalam program studi mereka. Mata kuliah ini juga memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa yang berencana untuk mengikuti program penelitian lanjutan atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.


	2) Ujian Tesis

	Judul Mata Kuliah
	:
	Ujian Tesis

	Kode Mata Kuliah
	:
	MH 302

	Jumlah SKS
	:
	6 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan penelitian mereka dan menghasilkan tesis sebagai bukti karya ilmiah yang orisinal. Mahasiswa diharapkan untuk menerapkan metodologi penelitian yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis data dengan cermat, dan menyusun tesis yang jelas dan terstruktur.

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Mata kuliah Ujian Tesis memegang peran penting dalam menilai keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan program magister dan kemampuan mereka dalam melakukan penelitian ilmiah. Proses ujian tesis juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan umpan balik konstruktif dari para dosen penguji yang dapat membantu mereka dalam pengembangan karier akademik dan profesional di masa depan.


	3) Artikel Jurnal atau Prosiding

	Judul Mata Kuliah
	:
	Artikel Jurnal atau Prosiding

	Kode Mata Kuliah
	:
	MH 303

	Jumlah SKS
	:
	1 SKS

	Status Mata Kuliah
	:
	Wajib/Pilihan*

	Semester Penyelenggaraan
	:
	Ganjil/Genap*

	Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

	Mata kuliah Penulisan Artikel Ilmiah dan Prosiding merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menulis artikel ilmiah dan prosiding yang berkualitas. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengorganisir, menyusun, dan mengkomunikasikan hasil penelitian atau kajian akademik mereka secara efektif dalam bentuk tulisan yang terstruktur dan bermutu. Selama mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari langkah-langkah sistematis dalam menulis artikel ilmiah dan prosiding, mulai dari perumusan ide, identifikasi masalah penelitian, merancang kerangka teoritis, menyusun metode penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, hingga menyajikan temuan dan kesimpulan dalam bentuk tulisan yang jelas dan koheren. Mahasiswa juga akan mempelajari etika penulisan ilmiah, penggunaan referensi, dan format penulisan yang sesuai dengan standar akademik dan jurnal ilmiah. Selain itu, mata kuliah ini juga akan memberikan pengetahuan tentang proses pengiriman artikel ilmiah ke jurnal ilmiah dan prosiding konferensi. Mahasiswa akan diajarkan tentang seleksi jurnal yang tepat, proses penyuntingan dan revisi artikel, serta persiapan dan pengiriman naskah ke prosiding konferensi. Mahasiswa juga akan mempelajari cara mengatasi masalah yang umum terkait dengan publikasi ilmiah dan bagaimana memperoleh pengakuan dalam komunitas ilmiah. Mata kuliah ini biasanya melibatkan tugas-tugas praktis, seperti menulis dan merevisi artikel ilmiah atau prosiding, melakukan review peer terhadap tulisan teman sekelas, dan menyusun presentasi berdasarkan artikel atau prosiding yang telah ditulis. Selama proses ini, mahasiswa akan mendapatkan umpan balik dari dosen pengajar dan teman sekelas yang dapat membantu mereka dalam meningkatkan kualitas penulisan dan presentasi mereka.



	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa akan mampu menghasilkan artikel ilmiah dan prosiding yang berkualitas, mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip penulisan ilmiah, serta siap untuk berkontribusi dalam dunia akademik atau komunitas ilmiah dengan menghasilkan karya-karya yang bermutu.


BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN AKADEMIK
A. Kalender Akademik
Kalendek Akademik Program Studi Magister Hukum menyesuaikan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Magister Universitas Bangka Belitung dan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 10.3/UN50/KR/VIII/2022 tentang Kurikulum Program Studi Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2022-2026 dan atau pembaruan dan aturan pelengkapnya.

B. Sistem Kredit Semester
Sistem penyelenggaraan pendidikan program magister dilakukan dengan menggunakan sistem kredit semester, yaitu suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sistem kredit semester (SKS) dan sistem paket untuk menyatakan beban mahasiswa, beban dosen, dan beban penyelenggaraan program. 
Bobot SKS setiap mata kuliah pada program studi Magister Hukum ditentukan dengan mempertimbangkan:

a. Tingkat kemampuan atau kompetensi yang ingin dicapai;

b. Tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;

c. Cara atau strategi pembelajaran yang akan diterapkan;

d. Posisi atau letak semester suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan;

e. Perbandingan terhadap keseleuruhan beban belajar di satu semester; dan

f. Capaian pembelajaran berdasarkan standar KKNI.
C. Beban Belajar dan Masa Studi

Mengacu kepada Peraturan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 10.3/UN50/KR/VIII/2022 tentang Kurikulum Program Studi Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2022-2026, beban studi Program Studi Magister Hukum adalah 46 SKS yang dijadwalkan dalam 4 (empat) semester dan dimungkinkan untuk ditempuh lebih cepat dalam 3 (tiga) semester dan dapat diperpanjang setiap semester hingga 4 (empat) kali perpanjangan. 
D. Penerimaan Mahasiswa

1. Persyaratan Masuk Program Studi Magister Hukum
Calon Mahasiswa dapat diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung setelah memenuhi persyaratan berikut ini:
a. Memiliki ijazah Sarjana yang terlegalisir dalam salah satu cabang ilmu pengetahuan dari:
1) Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta dari Prodi terakreditasi.
2) Perguruan Tinggi di luar negeri yang ijazahnya telah diakreditasi oleh Kemristekdikti, yang setara dengan ijazah sarjana.
3) Bagi mahasiswa asing ditambahkan dengan kemampuan berbahasa Indonesia yang diakui (lulus tes Uji Kemampuan Berbahasa Indonesia (UKBI) serta mendapat izin belajar dari Kemristekdikti.
b. Memiliki Kemampuan berbahasa Indonesia baku.
c. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat TEOFL dengan skor nilai minimal 450.
d. Menyelesaikan prosedur pendaftaran dengan melengkapi keseluruhan dokumen yang diwajibkan.

2. Prosedur Pendaftaran Pendaftaran calon mahasiswa baru Program Studi Magister Hukum dilakukan secara online melalui website www.ubb.ac.id. Dengan prosedur sebagai berikut:
a. Melakukan Pembayaran Biaya Pendaftaran (untuk memperoleh nomor PIN Registrasi) dan mengirimkan bukti pembayaran melalui kontak panitia penerimaan mahasiswa baru.
b. Mengisi dan mencetak Formulir pendaftaran online yang tersedia di website www.ubb.ac.id.
c. Menyerahkan formulir pendaftaran ke Bagian Akademik Program Studi Magister Hukum beserta kelenkapannya:
1) Slip Bank Biaya Pendaftaran (Asli)
2) Fotocopy Ijazah Sarjana
3) Fotocopy Transkrip Nilai
4) Fotocopy Sertifikat Akreditasi Fakultas atau Prodi Asal
5) Pasfoto warna ukuran 3x4 cm dan 4x6 cm, masing-masing 3 (tiga) lembar
6) Surat izin dari atasan bagi pegawai/karyawan
7) Surat Kesanggupan Biaya Studi (materai 6000)
8) Mengikuti seleksi wawancara setelah dinyatakan lolos administrasi sesuai jadwal.

9) Pengumuman Kelulusan mahasiswa baru dapat diakses melalui website resmi yaitu www.ubb.ac.id. 
3. Tahapan seleksi Mahasiswa
a. Submission dokumen pendaftaran
b. Seleksi administrasi
c. Pelaksanaan seleksi tes tertulis, penilaian portofolio, dan seleksi wawancara
d. Pengumuman Hasil
e. Pendaftaran Ulang 
4. Registrasi Mahasiswa
Registrasi administrasi dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester. Registrasi dapat dilakukan setelah mahasiswa melakukan pelinasan biaya pendidikan yang standar biayanya ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universiats Bangka Belitung.

E. Pembimbing Akademik

1. Bimbingan
Program Studi Magister Hukum menetapkan seorang Pembimbing Akademik (PA), dengan kualifikasi dosen tetap yang bergelar Doktor yang akan membimbing mahasiswa hingga akhir studi. Tugas pokok Pembimbing Akademik adalah memberikan bimbingan akademik dan konseling mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian studi di MH UBB. Dosen Pembimbing Akademik diusulkan oleh Dekan Fakultas Hukum dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Persetujuan
Dosen Pembimbing Akademik bertanggungjawab dalam memberikan validasi, persetujuan, dan pembimbingan dalam pengisian dokumen kelengkapan studi yang diperlukan, diantaranya Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), serta Usulan Penelitian Tugas Akhir Tesis.

F. Ujian dan Sistem Penilaian

a. Ujian
Ujian terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). UTS dilaksanakan pada pertengahan semester, yaitu setelah perkuliahan berjalan kurang lebih 8 (delapan) minggu. UAS diselenggarakan pada akhir semester sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bentuk kegiatan UTS dan UAS diserahkan sepenuhnya kepada pengajar.
b. Sistem Penilaian
Penilaian merupakan bagian dari proses penyelenggaraan ujian. Jika ujian merupakan alat pengukur seberapa jauh mahasiswa dapat menyelesaikan beban studi dari mata kuliah yang diambilnya, maka penilaian merupakan ukuran kemampuan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, nilai merupakan hasil akhir dari proses evaluasi keberhasilan mahasiswa untuk mata kuliah tertentu. Nilai akhir mata kuliah dan tesis dinyatakan dalam skala dengan rentang 0-4 (nol sampai dengan empat), dan diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut:
	Huruf Mutu (HM)
	Sebutan Mutu (SM)
	Angka Nilai (AN)
	Angka Mutu (AM)

	A
	Istimewa
	85 ≤ AN ≤ 100
	4,0

	AB
	Sangat Baik
	80 ≤ AN < 85
	3,5

	B
	Baik
	70 ≤ AN < 80
	3,0

	BC
	Cukup Baik
	60 ≤ AN < 70
	2,5

	C
	Cukup
	56 ≤ AN < 60
	2,0

	D
	Kurang
	40 ≤ AN < 56
	1,0

	E
	Gagal
	AN < 40
	0


3. Komponen Penilaian
Pada setiap akhir semester setelah mengikuti proses belajar, mahasiswa akan memperoleh nilai akhir. Hanya pengajar (dan koordinator pengajar, jika merupakan tim pengajar) yang berhak mengolah, menentukan, dan mempublikasikan nilai akhir mata kuliah kepada mahasiswa peserta mata kuliahnya melalui SIAKAD UBB. komponen penilaian terdiri dari:
b. Kehadiran;
c. Tugas-tugas, baik perorangan maupun kelompok;
d. Ujian Tengah Semester (UTS); dan
e. Ujian Akhir Semester (UAS).
Penentuan komponen mana yang digunakan dan bobotnya masing-masing sepenuhnya menjadi kewenangan pengajar mata kuliah. Contoh pembobotan komponen adalah sebagai berikut:
a. Kehadiran 10%
b. Tugas 20%
c. UTS 30%
d. UAS 40%
G. Yudisium, Wisuda, dan Ijazah

1. Yudisium adalah keputusan Dekan yang menetapkan bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kelulusan berdasarkan hasil rapat yudisium.
2. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan Program Magister Hukum melalui Rapat Yudisium dengan syarat sebagai berikut:
a. Telah mengumpulkan kredit paling sedikit 46 SKS;
b. Indeks Prestasi paling rendah 3,00;
c. Tidak ada nilai E;
d. Nilai C tidak lebih dari 20%;
e. Memperoleh TOEFL/ELPT dengan skor minimal 450 dari UPT Bahasa Universitas Bangka Belitung;
f. Mengumpulkan tanda terima penyerahan tesis ke perpustakaan pusat dan Koleksi Khusus;
g. Mengumpulkan bukti publikasi tesis sesuai dengan Pedoman Penulisan Tesis dan Pedoman Akademik yang berlaku.
h. Mengumpulkan publikasi jurnal atau prosiding sesuai ketentuan yang berlaku
i. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam Rapat Yudisium diberikan predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut:

	No
	Predikat
	Indeks Prestasi Kumulatif

	1
	Memuaskan
	3.00 - 3.40

	2
	Sangat Memuaskan
	3.41 - 3.74

	3
	Dengan Pujian (cumlaude)
	3.75 - 4.00


j. Persyaratan predikat Dengan Pujian (Cumlaude), diantaranya:

1) Memperoleh indeks prestasi akumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa belajar tidak melampui batas 4 semester.
2) Telah menghasilkan publikasi di jurnal atau prosiding.
k. Lulusan Terbaik Program Studi Magister Hukum ditentukan dengan kriteria IPK terbaik dalam satu periode kelulusan;
1) Masa studi maksimal 4 (empat) semester;
2) Nilai tesis A;
3) Prestasi (nasional dan/atau internasional di bidang akademik).
l. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam Rapat Yudisium wajib mengikuti Penggelaran Program Studi Magister Hukum yang dilaksanakan oleh MH UBB.
m. Untuk memperoleh ijazah magister, mahasiswa wajib mengikuti wisuda.
n. Predikat kelulusan dinyatakan pada transkrip akademik.

H. Cuti Akademik, Tidak Aktif Studi, dan Pengunduran Diri 
1. Cuti Akademik
a. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum studinya selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seizin Rektor atas usul Dekan Fakultas Hukum.

b. Cuti akademik hanya dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.
c. Permohonan izin cuti diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 semester.
d. Mahasiswa cuti diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 50% sesuai dengan ketentuan.
e. Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah memenuhi kewajiban administrasi di Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Program Studi Magister Hukum.
2. Tidak Aktif Studi

a. Mahasiswa tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik tanpa perizinan sebagaimana dalam ketentuan, dan dinyatakan sebagai mahasiswa yang melaksanakan kegiatan akademik untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol) SKS dan tetap diwajibkan membayar penuh biaya pendidikan.

b. Mahasiswa yang tidak aktif studi sampai dengan 2 (dua) semester berturut-turut masih diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
c. Mahasiswa yang tidak aktif studi sampai dengan 2 (dua) semester berturut-turut diberikan peringatan akademik.
d. Mahasiswa yang tidak aktif studi lebih dari 2 (dua) semester secara berurut-turut tanpa keterangan, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri dan diterbitkan surat penetapan pengunduran diri oleh universitas yang merupakan bentuk pemberhentian studi mahasiswa (drop out).
3. Pengunduran Diri dan Penetapan Pengunduran Diri

a. Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila yang bersangkutan memenuhi syarat dan ketentuan, dan tekag bebas dari kewajiban administrasi.

b. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum dan diketahui oleh Ketua Program Studi dan melengkapi berkas persyaratan.

c. Atas persetujuan Dekan Fakultas Hukum, Rektor menerbitkan dan menandatangani surat penetapan pengunduran diri mahasiswa tersebut.

4. Mutasi

a. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dilakukan pada awal tahun akademik.
b. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dipertimbangkan untuk diterima di MH UBB pada fakultas/program studi yang sama, dengan mempertimbangkan kesetaraan akreditasi antara program studi/institusi asal dan tujuan.
c. Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti kegiatan akademik dalam dua semester terakhir di perguruan tinggi asal. Penerimaannya juga didasarkan atas pertimbangan tentang rentang waktu maksimum bagi penyelesaian studi
d. Mahasiswa yang bersangkutan tidak berstatus telah dikeluarkan (drop out) dari perguruan tinggi asal dan memiliki IPK minimum 2,75.
e. Keputusan tentang diterima atau ditolak untuk menjadi mahasiswa diberikan oleh Rektor setelah mendengar pendapat Dekan Fakultas yang bersangkutan.
f. Masa studi yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan dalam masa studi lanjutan di UBB.
g. Prosedur perpindahan:

1) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor UBB dan menyampaikan tembusan kepada Dekan yang dituju dengan melampirkan:
2) Biodata mahasiswa yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi asal.
3) Transkrip akademik dari perguruan tinggi asal.
4) Fotokopi ijazah Sarjana.
5) Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi asal.
h. Dalam memutuskan menerima mahasiswa yang bersangkutan, Rektor meminta pertimbangan Dekan.
i. Setelah mendapat persetujuan pindah dari Rektor UBB, mahasiswa yang bersangkutan harus melengkapi permohonannya dengan surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal dan memperlihatkan ijazah Sarjana yang asli.
j. Penyelesaian administrasi pendaftaran, dilaksanakan oleh Biro Akademik (BA).
k. Biaya pendaftaran/administrasi disesuaikan dengan biaya yang dikenakan kepada mahasiswa baru tahun akademik yang berjalan.
l. Ketentuan khusus Mahasiswa pindahan diwajibkan mengambil seluruh mata kuliah pada program studi dimana yang bersangkutan terdaftar, kecuali mata kuliah yang telah lulus (minimum C) dan diakui pengalihan kreditnya. Pengakuan kredit dilakukan oleh program studi tujuan.

I. Perpanjangan Studi

1. Perpanjangan studi bagi mahasiswa Program Studi Magister Hukum yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester.
2. Perpanjangan studi dilaksankan dengan kriteria sebagai berikut:
	No
	Tahapan Perpanjangan
	Waktu
	Kriteria

	1
	Perpanjangan studi ke-1
	Semester V
	Sudah selesai/lulus semua mata kuliah teori

	2
	Perpanjangan studi ke-2
	Semester VI
	Sudah selesai/lulus semua mata kuliah teori

	3
	Perpanjangan studi ke-3
	Semester VII
	Sudah selesai tahapa tesis ke-1 yaitu seminar usulan penelitian

	4
	Perpanjangan studi ke-4
	Semester VIII
	Sudah selesai tahapan tesis ke-1 yaitu seminar usulan penelitian


J. Evaluasi Masa Studi

1. Evaluasi masa studi dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan rencana studi dalam masa periode tertentu.
2. Hasil evaluasi masa studi tergambar dalam jumlah keseluruhan sks yang diperoleh dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang akan dijadikan sebagai dasar penentuan keberlanjutan studi.
3. Evaluasi periodik dilakukan pada: (a) Akhir semester 3; (b) Akhir semester 5; (c) Akhir semester 6; (d) Akhir semester 8.
4. Pada akhir semester 3, hasil studi mahasiswa dievaluasi untuk menentukan mahasiswa tersebut diperkenankan melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa dapat melanjutkan studinya jika telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) sks dengan IPK minimum 3,00 pada akhir semester 3.
5. Pada akhir semester 5, hasil studi mahasiswa dievaluasi untuk menentukan mahasiswa tersebut diperkenankan melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa dapat melanjutkan studi jika telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS dengan IPK minimum 3,00.
6. Pada akhir semester 6, hasil studi mahasiswa dievaluasi untuk menentukan mahasiswa tersebut diperkenankan melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa dapat melanjutkan studi jika telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) sks dengan IPK minimum 3,00.
7. Pada akhir semester 8, hasil studi mahasiswa dievaluasi, bagi mahasiswa yang tidak memperoleh 38 (tiga puluh delapan) SKS termasuk Tesis dengan IPK minimal 3,00 dinyatakan Gagal Studi.
8. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dan/atau tidak membayar Pengembangan Institusi dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama dua semester berturut-turut sehingga tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif, maka mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri.
9. Pemberhentian dan/atau status mengundurkan diri mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor tanpa terlebih dahulu diberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan.
K. Pelanggaran Etika Akademik

1. Bentuk-bentuk pelanggaran etika dan norma akademik adalah termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan sebagai berikut:
a. Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggunakan atau mencoba meniru/ menyalin berkas ujian mahasiswa lain, menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawas atau dosen penguji;
b. Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa tanpa ijin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, KTM, tugas- tugas dalam rangka perkuliahan, surat keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
c. Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik;
d. Menyuap, memberi hadiah, dan/atau mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
e. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
f. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain; 
g. Bekerja sama saat ujian secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik. 
h. Mengambil soal ujian tanpa ijin.
2. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tersebut diatas dapat dikenakan sanksi berupa:
a. Peringatan secara lisan maupun tertulis;
b. Pengurangan atau pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
c. Tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
d. Tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
f. Pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Bangka Belitung.
3. Pihak yang mempunyai wewenang memberikan sanksi:
a. Sanksi sebagaimana dinyatakan dalam angka 2 huruf a, b dan c ditetapkan oleh Tim Pengajar mata kuliah yang bersangkutan;
b. Sanksi sebagaimana dinyatakan dalam angka 2 huruf d ditetapkan oleh Dekan atas usulan Tim Pengajar mata kuliah yang bersangkutan;
c. Sanksi sebagaimana dinyatakan dalam angka 2 huruf e dan f ditetapkan oleh Rektor atas usulan dari Dekan.
BAB IV

PENULISAN TUGAS AKHIR
A. Syarat dan Ketentuan Penulisan Usulan Penelitian
1. Prosedur Pengajuan Rencana Judul Usulan Penelitian Tesis
Untuk dapat memprogramkan mata kuliah Tugas Akhir Tesis, mahasiswa MH FH UBB harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Telah melunasi uang SPP dan kewajiban lainnya sampai pada semester yang bersangkutan memprogramkan tesis;

b. Mahasiswa berstatus aktif;

c. Mata kuliah Tugas Akhir Tesis diprogramkan pada semester 4;

d. IP Kumulatif sama atau lebih besar dari 3.00;

e. Telah menempuh dan minimal mendapatkan nilai B mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.

f. Mahasiswa mengisi form Rencana Judul Usulan Penelititian Tesis.
Setelah mahasiswa memprogramkan mata kuliah Tugas Akhir Tesis, pengajuan Rencana Usulan Tesis dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Mahasiswa telah memprogramkan mata kuliah tesis pada kartu rencana studi (KRS) dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA);

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah pengisian KRS, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan rencana judul usulan penelitian tesis kepada Bagian Akademik Program Magister.
c. Rencana judul usulan penelitian tesis diajukan sebanyak 1 (satu) topik dalam bentuk hard copy yang disampaikan melalui Bagian Akademik Program Magister. 
d. Rencana judul usulan penelitian tesis diajukan ke Bagian Akademik Magister setelah memperoleh persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik.
e. Rencana judul usulan penelitian tesis dapat dilanjutkan pada tahap Usulan Penelitian setelah memperoleh persetujuan dari Bagian Akademik Program Magister.
f. Bagian Akademik Program Magister mengusulan Dosen Pembimbing Tesis setelah rencana judul usulan penelitian tesis disetujui kepada Dekan Fakultas Hukum melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
g. Rencana judul usulan penelitian tesis dibuat dengan memuat hal-hal sebagai berikut:
1) Judul
2) Rumusan Masalah
3) Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual
h. Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan Fakultas Hukum.
2. Syarat dan Ketentuan Ujian Seminar Usulan Penelitian Tesis

a. Mahasiswa mengisi form Seminar Usulan Penelitian Tesis.
b. Tim Penguji ujian seminar usulan penelitian tesis terdiri dari Dosen Pembimbing Utama, Dosen Pembimbing Pendamping, dan 2 (dua) Dosen Pembahas.
c. Pelaksanaan ujian seminar usulan penelitian dilaksanakan secara terbuka mengundang paling banyak 10 (sepuluh) orang tamu undangan yang terdiri dari 5 (lima) orang mahasiswa MH FH UBB dan 5 (lima) orang tamu undangan lainnya.
d. Seminar usulan dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari Tim Penguji.
e. Untuk dapat mengikuti ujian seminar usulan penelitian setiap mahasiswa wajib lulus dengan minimal memperoleh nilai B pada matakuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.
f. Mahasiswa dapat melaksanakan seminar usulan penelitian paling cepat pada semester tiga.
g. Waktu ujian seminar usulan penelitian ditentukan setelah mendapat konfirmasi kesediaan Tim Penguji.
h. Penetapan waktu ujian seminar usulan penelitian ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
i. Mahasiswa menyerahkan naskah usulan penelitian hard cover yang telah ditandatangani Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi.

j. Materi presentasi dibuat dalam bentuk power-point dengan menggunakan proyektor LCD.
k. Ujian seminar usulan penelitian dilaksanakan paling lama 90 menit, yang terdiri atas: (a) 20 menit untuk presentasi; (b) 60 menit tanya jawab dengan Dosen Penguji; dan (c) 10 menit untuk evaluasi dan penyampaian hasil oleh Dosen Penguji.
l. Ujian seminar usulan penelitian merekomendasikan masukan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian untuk penyusunan tesis yang bersangkutan;
m. Untuk dinyatakan lulus, mahasiswa harus memperoleh nilai dari Dosen Penguji minimal 70.
n. Jika mahasiswa memperoleh nilai kurang dari 70, maka penentuan kelulusan mahasiswa yang bersangkutan wajib dirapatkan oleh tim penguji dan Ketua Program Studi Magister Hukum.
o. Hasil ujian seminar usulan penelitian dicantumkan dalam Berita Acara Ujian yang ditandatangani oleh Tim Penguji.
p. Judul usulan penelitian yang disetujui dalam ujian seminar usulan penelitian dicatat dalam daftar registrasi judul tesis pada Bagian Akademik.
q. Permohonan izin penelitian diajukan kepada Bagian Akademik dengan melampirkan lembar persetujuan usulan penelitian yang telah ditandatangani Dosen Pembimbing.
r. Dalam hal mahasiswa dinyatakan tidak lulus ujian seminar usulan penelitian, maka wajib mengajukan kembali Rencana Judul Usulan Penelitian atau dengan kata lain mengulang prosedur penulisan tesis pada tahap awal.
B. Syarat dan Ketentuan Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis
1. Persyaratan Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis
a. Mahasiswa mengisi form Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis sebagai syarat pendaftaran Ujian Akhir Tesis
b. Izin ujian akhir magister dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bagian Administrasi Akademik Magister Hukum Universitas Bangka Belitung.
c. Menyerahkan kartu bimbingan dari Dosen Pembimbing tesis mulai dari tahap bimbingan usulan penelitian hingga karya ilmiah tesis (minimal ditandatangani delapan kali bimbingan).
d. Telah menempuh matakuliah minimal 34 SKS.
e. IPK minimal 3,00 dan tidak memiliki nilai E.
f. Memprogramkan “Tesis” dalam KRS pada semester yang berjalan.
g. Menyerahkan sertifikat lulus TOEFL dengan skor minimal 450. Apabila sertifikat TOEFL belum memenuhi skor yang telah ditentukan, keputusan dapat atau tidak berlangsungnya ujian akhir karya ilmiah tesis diputuskan oleh Ketua Program Studi Magister Hukum setelah mendapat pertimbangan oleh Wakil Dekan I dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum.
h. Membuat/menyiapkan bahan presentasi untuk ditayangkan pada waktu ujian tesis (PPT, dsb).

i. Menyerahkan publikasi karya ilmiah baik itu jurnal atau prosiding, apabila pada saat mendaftar karya ilmiah yang dimaksud belum dipublikasi dapat diganti dengan LoA (Letter of Acceptance) yaitu surat yang menyatakan bahwa artikel yang kita submit ke dalam sebuah jurnal atau prosiding dinyatakan lolos untuk terbit di jurnal tersebut.
j. Menyerahkan hasil cek plagiarisme karya ilmiah tesis tidak melebihi 30%. Pengecekan presentase plagiarisme dilakukan oleh Bagian Akademik Program Studi Magister Hukum dengan menggunakan software turnitin.
2. Ketentuan Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis

a. Mahasiswa mengambil form persetujuan Pembimbing dan Penguji untuk mengikuti ujian Tesis ke Bagian Akademik Magister Hukum dengan menyerahkan persyaratan akademik (transkrip nilai) dan kelengkapan administrasi lainya (halaman pengesahan yang telah ditandatangani lengkap).
b. Setelah mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing, mahasiswa mengembalikan form ke Bagian Akademik Magister Hukum.
c. Ketua Program Studi menetapkan Jadwal Pelaksanaan Ujian  Akhir Karya Ilmiah Tesis yang memuat: Nama mahasiswa, waktu dan tempat ujian, serta susunan Dosen Penguji. 
d. Ujian dilaksanakan jika undangan ujian dan berkas tesis telah diserahkan kepada Dosen penguji selambat-lambatnya 2 hari sebelum pelaksanaan ujian.
e. Ketua Program Studi MH UBB menentukan Dosen Penguji untuk ujian akhir karya ilmiah tesis, yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Penguji, serta 2 (dua) anggota Dosen Penguji.
f. Bagian Akademik menyiapkan berita acara pelaksanaan ujian tesis untuk diisi dan disahkan oleh Dosen Penguji.
g. Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis diselenggarakan secara tertutup.
h. Berita Acara Ujian setelah diisi dan ditandatangani oleh Ketua Penguji diserahkan ke Bagian Akademik, untuk proses pencatatan dan dokumentasi.
i. Untuk dinyatakan lulus, mahasiswa harus memperoleh nilai akumulatif dari Dosen Penguji minimal 70.
j. Dalam hal mahasiswa memperoleh nilai akumulatif kurang dari 70, maka penentuan kelulusan Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis mahasiswa yang bersangkutan wajib dirapatkan oleh Dosen Penguji dan Ketua Program Studi Magister Hukum.

3. Ketentuan Pelaksanaan Ujian Akhir Karya Ilmiah Tesis
a. Waktu ujian 120 menit (oleh 4 penguji), dengan 30 menit presentasi, 80 menit tanya jawab dengan Dosen Penguji dan 10 menit rapat evaluasi hasil ujian oleh Dosen Penguji.
b. Ujian dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Bagian Akademik Magister Hukum.
c. Pelaksanaan Ujian Tesis harus dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan 2 (dua) anggota Dosen Penguji.
d. Ujian diawali dengan presentasi paling lama 30 menit dan dapat menggunakan media teknologi informasi.
e. Setiap penguji diberi waktu menguji maksimal 20 menit.
f. Hasil ujian diputuskan oleh Dosen dengan keputusan berupa: lulus, lulus dengan perbaikan atau tidak lulus.
g. Nilai akhir tesis sekurang-kurangnya B.

h. Dalam hal dinyatakan lulus dengan perbaikan, mahasiswa menandatangani Surat Pernyataan Perbaikan Tesis.
i. Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian magister diberi kesempatan mengulang sekali lagi dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan dengan biaya sendiri.
j. Tenggang waktu perbaikan tesis setelah dinyatakan lulus paling lama 1 (satu) minggu yang ditandatangani dalam surat pernyataan.
k. Tesis ditandatangani oleh Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, Ketua Program Studi dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

C. Ketentuan Penulisan Jurnal dan Prosiding
1. Salah satu komponen capaian pembelajaran untuk lulusan Program Studi Magister Hukum yaitu wajib memiliki keterampilan umum menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk makalah yang telah diterima oleh jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional dan diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional terindeks.

2. Perhitungan nilai jurnal atau prosiding didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

	No
	Jurnal
	Nilai

	1
	Bereputasi Internasional Indeks Scopus
	A

	2
	Bereputasi Internasional
	A/B

	3
	Bereputasi Nasional Indeks SINTA 2
	A

	4
	Bereputasi Nasional Indeks SINTA 3
	A/B

	5
	Bereputasi Nasional Indeks SINTA 4
	A/B

	6
	Bereputasi Nasional Indeks SINTA 5
	B

	7
	Bereputasi Nasional Indeks SINTA 6
	B

	8
	Bereputasi Nasional
	B

	No
	Prosiding
	Nilai

	1
	Prosiding Internasional Indeks Scopus
	A

	2
	Prosiding Internasional Bereputasi
	A/B

	3
	Prosiding Nasional
	B


D. Proses Bimbingan Tesis

1. Proses pembimbingan penulisan Tesis dimulai sejak usulan judul dan penetapan Dosen Pembimbing Tesis.

2. Proses pembimbingan diawali dengan penyusunan Usulan Penelitian Tesis sesuai format dan semua kegiatan pembimbingan dicatat dalam Daftar Konsultasi Penulisan Tesis (Kartu Bimbingan) oleh Dosen Pembimbing yang memuat tanggal, uraian materi konsultasi, dan di tandatangani oleh Dosen Pembimbing.

3. Dalam proses pembimbingan mahasiswa wajib mengisi Daftar Konsultasi.

4. Penulisan yang merupakan dasar evaluasi proses pembimbingan, dan ditandatangani Dosen Pembimbing pada setiap konsultasi.

5. Apabila proses pembimbingan belum selesai dalam waktu satu semester, pada semester berikutnya mata kuliah tesis harus diprogramkan kembali dalam KRS.

6. Proses Pembimbingan dilakukan selama paling lama 2 (dua) semester.

7. Proses pembimbingan berakhir pada saat pembimbing memberikan persetujuan tertulis pada naskah Karya Ilmiah Tesis yang dinyatakan lulus ujian dan telah diperbaiki sebagaimana mestinya.

8. Bimbingan dilakukan di kampus atau di tempat yang telah disepakati bersama (antara Pembimbing dan Mahasiswa).

9. Naskah bimbingan dapat berupa print out atau digital.

10. Proses bimbingan diusahakan berjalan secara efisien dan efektif.

11. Proses pembimbingan diharuskan memperhatikan kualitas akademik dan kemampuan Mahasiswa, dengan harapan tesis dapat selesai tepat waktu.
E. Ketentuan Plagiarisme

Dalam upaya menjamin kualitas dan kompetensi mahasiswa, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik yang kredibel, Program Studi Magister Hukum membatasi persentase plagiarisme karya ilmiah tesis tidak melebihi 30%. Pengecekan presentase plagiarisme dilakukan oleh Bagian Akademik Program Studi Magister Hukum dengan menggunakan software turnitin.

